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Penelitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan 
keuangan dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah dengan internal control sebagai variabel moderating. 
Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Gowa 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling, dan teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 59 aparatur SKPD Kabupaten Gowa. Data 
analisis dengan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi 
moderasi atau Moderated Regression Analisis (MRA) dengan bantuan SPSS versi 23. 
Hasil dari penelitian analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 
aksebilitas dan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis regresi moderasi 
menunjukkan bahwa internal control dapat memoderasi aksebilitas terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan internal control dapat memoderasi 
penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
 
Kata Kunci :Aksebilitas, Penyajian laporan keuangan, Internal control,  




BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi saat ini membuat tuntutan masyarakat atas 
pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik 
dalam rangka pemenuhan hak publik meningkat. Hal ini, seharusnya mendorong 
pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntability) dalam setiap kebijakan, 
tindakan, dan kinerjanya. Mardiasmo (2010:20) menjelaskan pengertian 
akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan 
pertanggungjawaban serta mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang 
memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  Akuntabilitas 
merupakan pertanggungjawaban mengenai integrasi keuangan dan ketaatan 
terhadap undang-undang.   
Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang 
untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Fauziyah, 2017:4). 
Sedangkan menurut Mustofa (2012:3) aksesibilitas merupakan proses 
pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik.  Hak publik 
atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban 
publik (Hahenussa, 2015:84). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang 
kewajiban bagi setiap badan publik untuk meyebarluaskan informasi publik secara 
berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan 
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dalam bahasa yang mudah dipahami. Penyajian laporan keuangan daerah yang 
konperhensif adalah salah satu alat untuk menfasilitasi terciptanya akuntabilitas 
publik (Superdi, 2017:2016).  Pemerintah daerah harus mampu memberikan 
pertangungjawaban laporan keuanganya kepada masyarakat.  Saat ini, pelaporan 
pertanggungjawaban pemerintah terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan 
keuangan dan kinerja kepada masyarakat baik langsung atau diwakili oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diketahui melalui media seperti surat 
kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website (internet) pemerintah. 
Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk 
memperoleh informasi mengenai laporan keuangan.  Penggunaan informasi 
keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan 
yang dapat dibaca dan dipahami (Sanjaya dkk, 2014:4).    
Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa 
ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh 
organisasi sektor publik (Fauzan dkk, 2017:1123). Lembaga-lembaga publik baik 
pusat maupun daerah mendapat tuntutan akuntabilitas, sehingga seluruh instansi 
pemerintah wajib menyusun perencanaan strateginya, melakukan pengukuran 
kinerja serta melaporkan dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara 
transparan dan berkualitas.  Hal tersebut sangat perlu dilakukan sehingga dapat 
memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas 
pengelolaan uang publik. Dengan adanya penyajian laporan keuangan daerah 
yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka dapat 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
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Terkait kasus APBD kabupaten Gowa 2011 defisit sebesar Rp 13 M, 
sehingga dalam APBD kabupaten gowa ini diduga sengaja dibuat untuk menutupi 
kekurangan, kesalahan dan pelanggaran pemerintah Kabupaten Gowa. LSM 
LP2M/Gempar Wilayah Gowa gempar menaruh curiga adanya mafiah anggaran 
dalam penyususnan RPABD Gowa ini, tapi banyak kalangan yang menduga kuat 
kalau RAPBD, kemudian ditetapkan menjadi APBD tak lepas dari rekayasa, 
bahkan antara tuntutan kebutuhan belanja daerah dengan realisasi pembiayaan 
daerah bisa diataur dalamlaporan tertulis sedemikian rupa untuk mengelabuhi 
rakyat atau  massyarakat Kabupaten Gowa. Terdapat keganjilan penyusunan 
APBD Gowa 2011 yang cenderung pemanis bibir masyarakat, tim investigasi dan 
LSM LP2M/GEMPAR Wilayah Gowa mencoba menganalisa data tersebut secara 
detail dan mengkondisikan sejumlam proyek yang diduga bermasalah. Belum 
lagi, belum lagi kegiatan lainya yang ada di instansi lain, namun tidak sempat 
terpantau terutama berada di daerah terpencil, tak menutup kemungkinan akan 
mengalami hal serupa. Tapi, satu kasus saja dalam lingkup Dinas Pekerja Umum 
yang disebutkan di atas, sudah dianggap cukup untuk memberi penilaian bahwa 
betapa APBD Gowa 2011 ini dibuat apa adanya. Bahkan diduga kuat kalau penuh 
rekayasa yang bertujuan untuk mengelabuhi masyarakat. Dan muaranya adalah 
pembohongan publik, kendati dalam realitasnya terdapat bukti fisik pembangunan 
yang kualitasnya sangat memprihatinkan (dimuat dalam portal berita 
https://www.kompasiana.com).  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,  diwajibkan kepada 
setiap kepala daerah menyajikan informasi keuangannya secara jujur dan 
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terbuka kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan internal 
control  atau pengendalian internal yang baik untuk menunjukkan terwujudnya 
akuntabilitas yang baik. Internal control dapat mengawasi kegiatan pengelolaan 
keuangan daerah apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memihak 
kepada kepentingan publik.  
Reeve dkk (2013:387) mendefinisikan pengendalian internal secara luas 
dapat diartikan sebagai prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk 
melindungi aset perusahaan serta memberikan  informasi yang akurat dan juga  
patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  Pengendalian internal 
akuntansi dirancang untuk memberikan keyakinan akan transaksi-transaksi apa 
yang dilakukan seseuai dengan kewenanganya.  Mencatat transaksi dapat 
memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi 
atau kriteria yang ditentukan yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut 
(Primayana dkk, 2014:4). 
 Sari (2017:575) menyatakan bahwa semakin baik internal control system 
yang diterapkan pada suatu instansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan 
keuangan yang lebih transparan, karena dengan menerapkan sistem pengendalian 
intern yang baik akan menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan. 
Fenomana nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Kabupaten Gowa tahun anggaran 2015 memperoleh nilai 53,36 atau predikat CC. 
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa berkomitmen tinggi untuk 
meningkatkan nilai SAKIP menjadi predikat B pada tahun-tahun berikutnya. 
Tentunya predikat B bukanlah predikat yang mudah diraih tanpa kerja keras dari 
semua SKPD.  
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Menurut pernyataan dari Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan 
Aparatur Daerah Setkab Gowa, Bapak Alimuddin Hakim bahwa Pemkab Gowa 
melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) SAKIP yang dihadiri oleh perwakilan-
perwakilan SKPD sebaagi upaya untuk meningkatkan sumber daya aparatur 
pemerintah dalam  mengaplikasikan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 
terukur dan jelas yang mengarah pada dimensi perubahan reformasi birokrasi 
guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Kabag Organisasi dan 
PAD Setkab Gowa menyatakan bahwa SAKIP seharusnya dapat digunakan 
sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment  terhadap SKPD dan 
memberikan pemahaman yang kuat terhadap fungsi sebagai media 
pertanggungjawaban kinerja juga sebagai alat pengendalian program dan kegiatan 
(humas.gowakab.go.id, 2017). 
Salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) kabupaten Gowa adalah 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai 
salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai 
dengan ketentuan yang ada. Namun, fakta yang penulis temukan melalui website 
resmi Pemkab Gowa belum terlihat laporan keuangan Pemkab Gowa dan laporan 
pertanggungjawaban kinerja tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017. 
Padahal di era moderen saat ini penyebarluasan informasi sudah sangat maju 
dengan adanya internet. Aksesibilitas laporan keuangan daerah sebagai salah satu 
bentuk akuntabilitas Pemkab Gowa melalui media internet belum tersaji dan 
belum terpublikasi sehingga masyarakat belum dapat mengetahui atau mengakses 
dengan mudah laporan keuangan tersebut. Hal ini menunjukkan internal control 
pada Pemkab Gowa belum berjalan efektif dalam menghasilkan laporan keuangan 
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yang berkualitas karena  masih rendahnya penyajian laporan keuangan yang 
berimplikasi belum terwujudnya akuntabilitas publik pada pemkab Gowa.   
Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti di Indonesia diantaranya telah dilakukan oleh Mustofa (2012:3) 
dan Aliyah dan Nahar (2012:138) yang meneliti tentang pegaruh penyajian 
laporan keuangan daerah dan aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian 
laporan keuangan daerah dan aksesibilitas keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  
 Dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil-hasil 
penelitian terdahulu sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh Nurlaili (2016:6) yang menggunakan variabel penyajian laporan 
keuangan dan aksesibilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah 
(Studi pada SKPD Kabupaten Bengkalis). Berbeda dengan penelitian tersebut, 
penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu internal control dengan 
alasan adanya fenomena belum teraksesnya laporan keuangan melalui website 
resmi Pemkab Gowa dan masih rendahnya penyajian laporan keuangan yang 
berimplilasi belum terwujudnya akuntabilitas publik dan penelitian ini adalah 
studi kasus pada pemerintah Kabupaten Gowa. Menanggapi fenomena yang 
terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui 
keterkaitan antar variabel dengan fenomena yang ada saat ini dengan 
menggangkat judul “Pengaruh Aksesibilitas Lapora Keuangan Dan Penyajian 
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Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka  dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah? 
2. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah?  
3. Apakah internal control dapat memoderasi hubungan aksesibilitas laporan 
keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?   
4. Apakah internal control dapat memoderasi hubungan penyajian laporan 
keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?   
C. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
2. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.   
3. Untuk mengetahui pengaruh internal control dapat memoderasi aksesibiltas 
laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.   
4. Untuk mengetahui pengaruh internal control dapat memoderasi penyajian 




D. Manfaat penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
a. Teoretis, penelitian ini menggunakan teori Agency theory yang 
menjelaskan bagaimana pihak yang terkait dalam suatu entitas yaitu 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat akan 
berperilaku, karena mereka pada dasarnya memiliki kepentingan yang 
berbeda. Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjelaskan dan 
menyempurnakan agency theori sebagai acuan dalam memaknai 
akuntabilitas publik sebagai kewajiban dari pemerintah sebagai pihak 
pemegang amanah (agent) dalam memberikan pertanggungjawaban 
dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai 
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam 
Rosalin, 2011).  Dari perspektif publik, teori sinyal menjelaskan bahwa 
pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh masyarakat 
berkeinginan menunjukkan signal yang baik kepada masyarakat. 
Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan 
informasi mengenai kinerja dan pencapaian-pencapaian pemerintah 
(Ratmono, 2015:2). Serta manfaat penelitian ini bagi akademisi/ilmu 
akuntansi dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan berupa 
teori yang telah diperoleh dibangku kuliah, dan menerapkan teori tersebut 
serta membandingkannya dengan data yang diperoleh selama penelitian. 
9 
 
b. Praktis, manfaat praktis penelitian ini bagi Pemerintah Daerah diharapkan 
dapat menjadi masukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang 
transparan dan akuntabel sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi 
dalam pengelolaan keuangan daerah.   
c. Aspek Regulasi, dalam aspek regulasi penelitian ini diharapkan bisa 
menjadi salah satu acuan untuk memperhatikan aspek yang berhubungan 
dengan pengelolaan keuangan daerah. 
E. Pengembangan Hipotesis 
1. Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah.  
Kemudahan akses laporan keuangan daerah sebagai salah satu alat 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik, jika 
tidak didukung dengan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan 
dan masyarakat seperti melaui website resmi pemerintah harus didukung dengan 
akses jaringan internet yang kuat dan penyebarluasan infomasi kepada publik 
harus terus diperbaharui sehingga akuntabilitas publik dapat berjalan efektif.  Hal 
ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan pemerintah daerah berfungsi 
sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah 
sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-
wakilnya.  
Teori sinyal juga menelaskan penyajikan informasi laporan keuangan 
pemerintah yang mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti 
akses melalui media dan website resmi pemerintah (situs internet) menunjukkan 
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sinyal positif kepada masyarakat.  Hasil penelitian yang telah dilakukan Hehanusa 
(2015:88) dan Nurlaili (2016:458) menemukan bahwa aksesibilitas berpegaruh 
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Aksesibilitas  laporan  keuangan daerah juga ditemukan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  
keuangan daerah. Efektivitas transparansi dan akuntabilitas akan tergantung pada 
akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban  maupun  laporan  temuan   
yang dapat dibaca dan dipahami (Hehanussa, 2015:8).  Apalah arti penyajian 
laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan akses bagi para pengguna 
laporan keuanagn, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan tidak akan berjalan dengan baik (Subekti, 2015:75).  Pemerintah harus 
memberikan akses kepada para pengguna laporan keuangan. 
Hasil penelitian Fauziyah (2017:14) menemukan bahwa semakin baik 
aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka semakin baik pula akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah dikatakan 
baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan  
kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan 
pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari 
landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 
H : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





2. Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah.   
Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelelolaan  keuangan. Hal ini, berarti semakin tinggi persepsi pengguna 
laporan keuangan mengenai kelayakan  penyajian laporan keuangan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan PSAP, maka semakin tinggi 
tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mustofa, 2012:4). Dengan 
adanya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi 
karakteristik laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah 
tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua 
transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan 
dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Fauziyah, 
2017:4). 
Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi struktur posisi 
keuanagan akibat transaksi yang dilakukan (Nurlaili, 2016:454). Penyajian 
laporan keuangan nantinya akan menciptakan transparansi dan mewujudkan 
akuntabilitas. Pemerintah daerah harus mampu menyusun laporan keuangan 
sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitas 
laporan keuangan (Superdi, 2017:2019). Semakin baik penyajian laporann 
keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Saragih, 2015:75).   
Kaitan teori keagenan menjelaskan bahwa kinerja yang baik dari 
pemerintah daerah akan berdampak pada kepercayaan publik. Sebagian besar 
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agen lebih "tertutup" dan cenderung tidak mengambil risiko, namun pemerintah 
memiliki tanggung jawab penuh terhadap informasi didalam laporan keuangan 
dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan (Yusrianti, 2015:3). 
Hasil penelitian Wahyuni dkk (2014:7) menyatakan penyajian laporan 
keuangan berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil yang sama ditemukan oleh 
Hehanusa (2015:88) dan Nurlaili (2016:457) yang menemukan bahwa Penyajian 
laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas serta 
kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai 
berikut : 
H  : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.. 
3. Kemampuan internal control memoderasi aksesibilitas laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  
 Adanya penerapan internal control yang baik dan benar akan menjamin 
terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di 
masing-masing SKPD. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada 
masyarakat melalui website resmi pemerintah dalam rangka memberikan 
informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu alat 
untuk meweujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. 
Adanya penerapan internal control yang baik dan benar akan menjamin 
terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di 
masing-masing SKPD. Penelitian Sari (2017:572) menyatakan bahwa sistem 
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pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
Teori keagenanan dalam penelitian ini menjelaskaan eksistensi pemerintah 
daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan 
daerah harus diawasi dengan internal control system agar dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerahyang tepat sesuai 
dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan publik yang tidak hanya 
disampaikan kepada DPRD saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar 
dapat memperoleh informasi laporan keuangan tersebut. Sistem Pengendalian 
Intern yang efektif berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah.  Hasil penelitian jika sistem pengendalian terhadap 
proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang handal 
dan informatif, terciptanya pengamanan aset negara serta menjamin ketaatan dan 
kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan perundang-undangan (Sari, 
2017:582). Berdasarkan hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari landasan 
teori yang ada, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 
H: Internal kontrol memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 
terhadap akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah. 
4. Kemampuan internal control memoderasi penyajian laporan keuangan 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  
Penyajian laporan keuangan   yang  baik  adalah  salah  satu faktor untuk 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu 
pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan  keuangan  sesuai  dengan  
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standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Pengungkapan atas laporan 
keuangan  merupakan  elemen  penting untuk menciptakan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah (Hehanussa, 2015:87). Adanya penerapan sistem 
pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan 
prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing SKPD. 
Penelitian Sari (2017:572) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern 
berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan 
menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi 
yang tepat di masing-masing SKPD. Hal ini sejalan dengan teori keagenanan yang 
menjelaskaan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat 
dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan internal 
control system agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian 
laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan untuk 
kepentingan publik yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD saja tetapi juga 
memfasilitasi masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi laporan 
keuangan tersebut. Apa bila sistem pengendalian terhadap proses pengelolaan 
keuangan daerah dapat dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan 
baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang handal dan informatif, 
terciptanya pengamanan aset negara serta menjamin ketaatan dan kepatuhan setiap 
instansi terhadap peraturan perundang-undangan (Sari, 2017:582). Berdasarkan 
hasil penelitian di atas serta kesimpulan dari landasan teori yang ada, maka dapat 
ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 
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H: Internal kontrol memoderasi pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap 
akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah. 
F. Definisi Operasional dan ruang lingkup penelitian 
1. Definisi operasional 
Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Variabel Independen (x) 
1) Aksesibilitas Laporan Keuangan (X1) 
 Aksesibilitas laporan keuangan menurut Mulyana (2006) dalam 
Hehanussa (2015:84) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan 
keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan 
keuangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) dalam Hehanussa (2015:84), 
laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh 
pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah daerah harus membuka akses 
kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangan melalui internet, surat 
kabar atau media lain (saragih, 2015:6). Penyajian laporan keuangan yang tidak 
lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas 
keuangan daerah (Subekti dkk, 2015:75). 
 Variabel aksesibilitas terhadap laporan keuangan dalam penelitian ini 
diukur dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala 
pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur 
sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuanya terhadap objek atau 
kejadian tertentu. Variabel ini, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 3 item 
pernyataan dan menggunakan skala ordinal dan memberikan skor dari jawaban 
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responden yakni : (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang 
setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju. Indikator variabel aksesibilitas dalam 
penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukakn oleh Fauziyah 
(2017:4) yang di ukur dengan tiga indikator, yaitu: 
a) Terbuka di media massa 
b) Mudah diakses 
c) Ketersediaan informasi/accibel 
2) Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X2) 
Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi 
keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Saragih, 2015:5).   Laporan keuangan 
menurut Hehanussa (2015:83) merupakan laporan yang terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan. Laporan keuangan dalam sektor publik merupakan hal yang penting 
dalam akuntabilitas keuangan sektor publik.  Laporan keuangan merupakan 
komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan 
salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah (Superdi, 2017:2016).  
Variabel penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini di ukur 
dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran 
yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan 
menyatakan setuju atau ketidaksetujuanya terhadap objek atau kejadian tertentu. 
Variabel ini, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 item pernyataan dan 
menggunakan skala ordinal dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : 
(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, 
dan (5) sangat setuju. Indikator variabel penyajian laporan keuangan  pada 
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penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fauziyah 
(2017:4) yang diukur dengan 4 indikator, yaitu:  
a) Relevan 
b) Andal 
c) Dapat dibandingkan 
d) Dapat dipahami 
b.Variabel Moderasi (M) 
 Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah internal control. Menurut 
definisi control (pengendalian) Fauzan dkk (2017:1125) mengasumsikan bahwa 
telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur presentasi 
pelaksanaan kegiatan yaitu pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat 
diambil keputusan yang sesuai rencana. Sistem pengendalian akuntansi 
menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan dan 
ketidakberesan (disengaja) (Anthony, 2005; dalam Herawaty, 2011:34). Internal 
control dalam PP No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan (Tiasari, 2013:212). Variabel moderasi adalah variabel yang 
mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat (Siregar, 2013:19). Variabel moderasi dalam penelitian ini 
adalah internal control.  
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Variabel internal control dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. 
Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat 
antar tingkatan yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 
ketidaksetujuanya terhadap objek atau kejadian tertentu. Variabel ini, 
menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 item pernyataan dan menggunakan 
skala ordinal dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : (1) sangat 
tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, dan (5) 
sangat setuju. Indikator variabel internal control pada penelitian ini mengacu pada 
penelitian yang telah dilakukan oleh Faishol (2016:207) yang diukur dengan 5 
indikator, yaitu:  
1) Lingkungan pengendalian  
2) Penilaian resiko 
3) Kegiatan pengendalian 
4) Informasi dan komunikasi 
5) Pemantauan 
c. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses 
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat 
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait 
dengan kegagalan maupun keberhasila sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya 
(Superdi, 2017:2017). Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh 
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aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk memimta pertanggungjawaban 
mengenai apa yang telah dikerjakan (Mardiasmo, 2009:20). 
Variable akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini 
menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang 
sudah menyatakan peringkat antar tingkatan yang mengukur sikap dengan 
menyatakan setuju atau ketidaksetujuanya terhadap objek atau kejadian tertentu. 
Variabel ini, menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 item pernyataan dan 
menggunakan skala ordinal dan memberikan skor dari jawaban responden yakni : 
(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral atau kurang setuju, (4) setuju, 
dan (5) sangat setuju. Indikator variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah (Y) pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 






2.  Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antar variabel 
independen, yaitu aksesibilitas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan 
daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan internal 
control sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah 
Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi dalam penelitian ini karena 
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daerah yang mudah dijangkau dan sesuai dengan penelitian ini. Sasaran dalam 
penelitian ini adalah Inspektort, DPRD dan SKPD lainya yang ada di Kabupaten 
Gowa. 
G. Penelitian Terdahulu 
 Penelitian mengenai fakor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumya. 
Namun pada penelitian ini peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh 
aksesibilitas laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan daerah terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, selain itu peneliti juga menggunakan 
internal control sebagai variabel moderating. Melalui hasil dari beberapa 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar atau acuan yang perlu 
dilakukan yang berupa temuan-temuan yang dapat dijadikan sebagai data 
pendukung. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 
sedang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan masalah aksesibilitas laporan 
keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas dengan internal 
control sebagai variabel moderasi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
 Penelitian Terdahulu 
No Judul dan nama 
Penelitian (Tahun) 
Jenis penelitian Hasil Penelitian 










Kuantitatif  1. Akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan 
keuangan daerah berpengaruh 
positif signifikan terhadap 




Auditya dkk (2014)  












Kuantitatif  Penyajian laporan keuangan 
daerah dan aksesibilitas 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah 









Kuantitaif Penyajian laporan keuangan 














Kuantitaif Penyajian laporan keuangan 
daerah dan aksesibilitas 
berpengaruh terhadap 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah 










Kuantitaif Penyajian laporan keuangan 
daerah dan aksesibilitas 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan  






Kuantitaif Penyajian laporan keuangan 
daerah dan aksesibilitas 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap akuntabilitas 
























Kuantitaif Pengelolaan keuangan daerah 
dan akuntabilitas mempunyai 
pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
pemerintah daerah, sedangkan 
transparansi berpengaruh 
negatif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Sementara 
itu, Pengawasan tidak terbukti 
sebagai variabel moderating 




Akuntabilitas dan Transparansi 
Terhadap Kinerja Pemerintah 
Daerah. 
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BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Teori Keagenan 
Teori tentang keagenan (agency theori) pertama kali dikemukakan oleh 
Berle dan Means (1932), kemudian dikembangkan oleh Jensen dan Meckling 
(1976) yang menjelaskan kewajiban pihak yang terkait dalam suatu entitas yaitu 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat karena pada 
dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Teori keagenan (agency 
theory) sebagai acuan dalam memaknai akuntabilitas publik sebagai kewajiban 
dari pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (agent) dalam memberikan 
pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabanya kepada masyarakat 
sebagai pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Rosalin, 
2011). Yusrianti dkk (2013:5) mengemukakan hubungan antara riset teori agensi 
adalah pemerintah bertindak sebagai agen (pengelolah pemerintahan) harus 
menetapkan strategi khusus agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 
publik sebagai prinsipal. 
Masalah keagenan dalam praktek pelaporan keuangan pada organisasi 
sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Agency 
theory memfokuskan perhatian pada agency problem yang terjadi ketika terdapat 
hubungan keagenan antara principal dengan agent. Dalam menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai 





keuangan dan masyarakat atau publik yang bertindak sebagai prinsipal dalam 
menilai tercapainya akuntabilitas. Hubungan keagenan (agency relationship) 
dapat digambarkan dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara 
pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah (Rosalin, 2011). 
Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pemerintah daerah 
berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang 
bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah 
sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-
wakilnya. 
 Teori keagenan dalam penelitian ini juga dapat menjelaskan 
pertanggung jawaban pemerintah menyajikan informasi laporan keuangan yang 
mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti akses melalui media 
dan website resmi pemerintah (situs internet). Selain itu, teori keagenanan dalam 
penelitian ini menjelaskaan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga 
yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan 
internal control system agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa 
penyajian laporan keuangan daerahyang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan 
untuk kepentingan publik yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD saja tetapi 
juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi laporan 
keuangan tersebut.  Kinerja yang baik dari pemerintah daerah akan berdampak 
pada kepercayaan publik. Sebagian besar agen lebih "tertutup" dan cenderung 
tidak mengambil risiko, namun pemerintah memiliki tanggung jawab penuh 
terhadap informasi didalam laporan keuangan dan dapat diakses oleh para 





B. Teori Sinyal (Signaling Theory) 
Teori Sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi 
laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan 
memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tesebut 
dapat berupa laporan keuangan atau informasi mengenai perusahaan 
(Tjandrakirana dan Meva, 2014).  Dari perspektif publik, teori sinyal menjelaskan 
bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat 
berkeinginan menunjukkan signal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah 
mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kinerja 
dan pencapaian-pencapaian pemerintah (Ratmono, 2015:2). 
Ratmono (2015:2) menyatakan bahwa teori sinyal dapat membantu 
pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri 
informasi. Pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara 
memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan 
yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang 
lebih lengkap.  
Kaitan teori sinyal dalam penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya 
pemberian informasi harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu 
informasi sebagai sinyal pemerintah kepada masyarakat atau pihak 
berkepentingan yaitu peyajian laporan tahunan. Laporan tahunan yang disajikan 
pemerintah memberikan informasi baik yang berkaitan dengan laporan keuangan 
maupun informasi non keuangan sehingga pihak pengguna informasi laporan 
keuangan dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Penyajikan 





laporan keuangan seperti akses melalui media dan website resmi pemerintah (situs 
internet) menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat  sehingga masyarakat dan 
pihak yang berkepentigan dapat mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
C. Aksesibilitas Laporan Keuangan 
Aksesibilitas dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti hal yang 
dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Aksesibilitas laporan keuangan 
merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai 
laporan keuangan (Fauziyah, 2017:4). Sedangkan menurut Mustofa (2012:3) 
aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat 
dikonsumsi oleh publik. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa 
aksesibilitas laporan keuangan terkait kemudahan seseorang untuk mengakses 
informasi laporan keuangan. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, terdapat penjelasan 
bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 
adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. 
Ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan membuka akses kepada 
stakeholder atau kepada masyarakat secara luas atas laporan keuangan yang 
dihasilkannya (Fauziyah, 2017:4). Ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah 
diwajibkan membuka akses kepada stakeholder atau kepada masyarakat secara 
luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya (Fauziyah, 2017:4). Sejalan 
dengan hal tersebut, menurut Hehanussa (2015:84) aksesibilitas laporan keuangan 





atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder.  
Dalam Aksesibilitas ini terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang 
ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan accessible (Sumiyati, 
2015:6). 
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan 
oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aksesibilitas yang efektif tergantung 
kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan 
informasi yang dapat dibaca dan dipahami (Sanjaya dkk, 2014:4). Saat ini, era 
demokrasi terbuka akses yang diberikan melalui media, seperti surat kabar, 
majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang 
memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas 
pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004 dalam Wahyuni, 
2014:3).  
Fauziyah (2017:4) menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan 
dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan 
keuangannya dengan memenuhi hal berikut : 
1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan 
secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan. 
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna 
laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
3. Accesible, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah 





Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi peinsip 
transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan 
aksesibilitas laporan keuanganya (Hahenussa, 2015:84).  Aksesibilitas laporan 
keuangan dapat ditingkatkan dengan cara memfasilitasi berbagai pihak 
berkempentingan dan masyarakat untuk memperlohen informasi laporan 
keuangan dengan mudah. Oleh karena itu pemerintah, berkewajiban untuk 
memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil 
keputusan ekonomi, sosial, dan politik bagi orang-orang yang berkepentingan.  
D. Penyajian Laporan Keuangan 
Laporan keuangan sektor publik merupakan hasil dari transaksi yang telah 
dilakukan pemerintah yang terstruktur dalam posisi keuangan (Hehanussa, 
2015:83). Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus 
mengandung informasi yang relevan, jujur, dan terbuka kepada masyarakat 
(Sumiyati, 2015:3). Laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu 
komponen yang sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik 
kepada masyarakat.  
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sanjaya dkk (2014:8) mengemukakan  
tujuan umum laporan keuangan antara lain: 
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 





2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 
daya ekonomi. 
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 
pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 
mengenai posisi keuangan maupun semua transaksi yang dilakukan oleh suatu 
entitas. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan 
transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Superdi, 2027:2019).  
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dalam Fauziyah (2017 :3) 
tujuan laporan keuangan digunakan sebagai  : 
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 
daya keuangan. 
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 
untuk membiayai seluruh pengeluaran. 
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 





4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak 
dan pinjaman. 
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan 
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi 
akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Fauziyah (2017 :4) 
mengemukakan empat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar 
laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:  
1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 
membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 
mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 
relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya. Informasi yang 
relevan:  
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). 
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). 





d. Lengkap.  
2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 
serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara 
potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:  
a. Penyajian jujur.  
b. Dapat diverifikasi (verifiability). 
c. Netralitas. 
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan 
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang 
disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 
Laporan keuangan sektor publik merupakan representase terstruktur 
posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan, serta laporaan keuangan sektor 
publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabiltas sektor 
publik (Subekti dkk, 2015:74). Berikut jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
sebagai berikut : 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan Realisasi Angaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar 





Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan 
anggarannya dalam satu periode pelaporan.Tujuan pelaporan realisasi 
anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran 
pemerintah daerah secara tersanding. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun Pelaporan di 
bandingkan dengan tahun sebelumnya. 
3. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi suatu  keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Unsur yang 
dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas. Masing – masing 
unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh 
pemerintah maupun masyarakat serta dapat di ukur dalam satuan uang. 
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah. 
c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 







4. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas 
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas 
pemerintah pusat / daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam 
Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, masing-
masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 
Negara / Daerah. 
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 
Umum Negara / Daerah. 
5. Laporan Operasional 
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 
pelaporan.Adapun unsur yang di cakup secara langsung dalam Laporan 
Operasional terdiri dari     pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. 
Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebeagai berikut  
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang di akui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. 






c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh 
suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan dan dana bagi hasil. 
d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi 
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 
diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh 
entitas bersangkutan. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun 
sebelumnya. 
7. Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, 
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus 
Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan 
akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan infomasi lain yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan serta ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan 
penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan 
mengungkapan / menyajikan / menyediakan hal-hal sebagai berikut : 
a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas 
Akuntansi. 





c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan 
kejadian-kejadian penting lainnya. 
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang di sajikan pada 
lembar laporan keuangan.  
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 
keuangan  
g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 
Penyajian laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting, 
Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi 
fiskal dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Adapun dalam Al-
Qur’anpun telah dijelaskan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyajian laporan keuangan, yaitu dalam Q.S al-Anfal/8: 27 
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Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui. (Q.S al-Anfaal: 27) 
 Dalam ayat di atas telah dijelaskan akan pentingnya menjaga amanah yang 
telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan menjaga amanah dapat tercipta 





informasi keuangan. Jika hal ini dapat terealisasi maka tidak akan ada sesuatu 
yang ditutup-tupi antara kedua belah pihak. Perintah dalam ayat tersebut jelas 
sekali yaitu kepada pemangku kepentingan untuk selalu bertanggungjawab atas 
pekerjaan yang dilakukanya. 
E. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pihak pemegang amanah 
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 
kepeda pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan 
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2010:20). Sementara 
itu. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan 
keuangan daerah melalui kegiatan perencanaam, penatausahaan, 
pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat 
daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan 
evaluasi tahun berikutnya (Shande, 2013:3). 
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Fauziyah, 2017:5).  





mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan 
dan pendeteksian penggelapan/fraud (Rahman, 2012 dalam Afrina, 2015:7).   
Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas terkait 
pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi 
pemerintahan yang berlaku secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-
undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk 
dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan 
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan 
peraturan pemerintah.  Mardiasmo (2010:20) menyebutkan bahwa akuntabilitas 
terdiri dari dua, yaitu: 
1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) merupakan 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 
misalnya pertanggungjawaban unit-unit (dinas) kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. 
2. Akuntabilitas horisontal (horizontal accountabiliy) merupakan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun 
melalui lembaga perwakilan rakyat. 
Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak 
manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkn akuntabilitas entitas pelaporan 
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (subekti, 2015:74). Lebih lanjut, 
Mardiasmo (2010:20) menyebutkan dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi 





1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum. 
Akuntabilitas kejujuran merupakan akuntabilitas yang terkait dengan 
penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan 
akunbilitas hukum merupakan akuntabilitas yang terkait dengan jaminan 
adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam 
penggunaan sumber daya publik. 
2. Akuntabilitas proses. 
Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah 
digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan 
sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur 
administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. 
3. Akuntabilitas program. 
Akuntabilitas program merupakan akuntabilitas yang terkait dengan 
pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan 
apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil 
yang optimal dengan biaya yang minimal.  
4. Akuntabilitas kebijakan. 
Akuntabilitas kebijakan merupakan akuntabilitas yang terkait dengan 
pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-
kebijakan yang diambil.  
F. Internal Control System 
Internal Control dalam PP No. 60 tahun 2008 adalah proses yang integral 





dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan (Tiasari, 2013:212). Reeve dkk (2013:387) dalam Tandri dkk 
(2015:210) mendefinisikan pengendalian internal secara luas diartikan sebagai 
prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, 
mengelola  informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan hukum dan 
peraturan yang berlaku. 
Pentingnya internal control yang memadai dalam pengelolaan keuangan 
daerah akan memberikan keyakinan kepada masyarakat atau pemakai laporan 
keuangan atas hasil dari laporan keuangan pemerintah tersebut. Sistem 
pengendalian Internal Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organsisasi 
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan 
ketaatan terhadap perundang-undangan (Wudari dan Sutrisno:2017:119).  
Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa  elemen  yang  sangat 
penting dalam pengelolaan suatu akuntabilitas daerah, elemen-elemen tersebut 
adalah  lingkungan pengendalian, resiko  pengendalian, kegiatan  pengendalian, 
informasi dan  komunikasi (Faishol, 2016:206).  Lebih lanjut,  unsur sistem 
pengendalian intern berfungsi sebagai  pedoman penyelenggaraan dan  tolak  ukur 
pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern (Faishol, 





Intern Pemerintah (SPIP) yang juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 yaitu :  
1. Lingkungan pengendalian (control environment) 
Agar tercipta penerapan Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam 
lingkungan kerja, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan 
memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku 
positif dan kondusif. Hal itu dapat terwujud melalui:    
a. Penegakan integritas dan nilai etika.  
b. Komitmen terhadap kompetensi. 
c. Kepemimpinan yang kondusif. 
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. 
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
sumber daya manusia. 
2. Penilaian Resiko (risk assessment) 
Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan 
yaitu mengenai penentuan “bagaimana resiko dinilai untuk kemudian 
dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal 
maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilain 
resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan 
sesuai dengan level-levelnya. Langkah-langkah dalam penaksiran risiko 
adalah sebagai berikut:  
a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. 





c. Menentukan tindakan yang dilakukan untuk memanage risiko. 
3. Kegiatan Pengendalian (control activities) 
Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen 
hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan 
dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di instansi. 
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan 
Instansi Pemerintah dilaksnakan. Kegiatan pengendalian ini terdiri atas:  
a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 
b. Pembinaan sumber daya manusia. 
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. 
d. Pengendalian fisik atas aset. 
e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. 
f. Pemisahan fungsi  
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 
kejadian penting  
4. Informasi dan Komunikasi (information and communication) 
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah 
dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan 
sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi 





menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi Pemerintah 
harus melakukan beberapa tindakan, antara lain:  
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk saran komunikasi. 
b. Mengelola, mengembagkan dan memperbarui sistem informsai secara 
terus menerus. 
5. Pemantauan (monitoring) 
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan 
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera 
ditindaklanjuti. Hal-hal yang perlu dilakukan terkait monitoring, antara lain: 
a. Mengevaluasi temuan-temuan, review, rekomendasi audit secara tepat. 
b. Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan 
rekomendasi dari audit dan review.  
c. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang 
digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian 
manajemen. 
G. Rerangka Pikir 
Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, selanjutnya 
dikembangkan suatu kerangka pemikiran sesuai dengan isu dan tujuan penelitian. 
Dalam Penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan di antaranya 
variabel terikat adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y), variabel 
bebas dalam penelitian ini yaitu aksesibilitas laporan keuangan (X1) dan 
penyajian laporan keuangan (X2). Serta, variabel moderasi dalam penelitian ini 
adalah internal control (X3).  Penelitian ini juga menggunakan agency theory dan 





ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat. Keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen di atas, 










Sumber dari peneliti. 
 
 
 Aksesibilitas laporan 
keuangan (X1) 
Penyajian laporan 
keuangan daerah (X2) 










 METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif. kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan 
hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi 
statistik, menafsir dan meramalkan hasilnya yaitu mementingkan adanya variabel-
variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus 
didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel (Siregar, 
2013:30). Penelitian ini menggunakan angka-angka dengan perhitungan statistik. 
Penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti populasi atau sampel tertentu serta analisis data bersifat kuantitatif atau 
statistik dengan tujuan untuk menguji hipotetis yang ditetapkan (Indrianto dan 
Supomo, 2013:14). 
2. Pendekatan penelitian  
Pendekatan penellitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. 
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui 
hubungan dua varabel atau lebih (Sugiyono, 2013: 339). Bentuk hubungan 
penelitian asosiatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu hubungan kausal. 
Menurut Sugiyono (2016: 37) hubungan kausal adalah hubungan variabel 







B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan kabupaten gowa. Lokasi yang 
akan dijadikan tempat penelitian adalah pada Inspektorat, DPRD dan SKPD 
lainya  yang ada di Kabupaten Gowa.  Lokasi ini dipilih karena muda dijangkau 
dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.  
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian akan dilakukan selama dua bulan. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi solusi terhadap perbedaan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dapat menjadi masukan untuk 
pemerintah kabupaten Gowa. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat 
berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 
hidup dan sebagainya (Siregar, 2013:56). Menurut Indriantoro dan Supomo 
(2013:115) populasi adalah sekelompok orang ataupun kejadian tertentu yang 
mempunyai karakteristik tertentu.  
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Inspektorat, DPRD dan 










Daftar Populasi Penelitian 
NO NAMA INSTANSI 
1. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
2. Dinas Ketahanan Pangan 
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 
4. Dinas Perhubungan 
5. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 
6. Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan 
7. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 
8. Dinas Kesehatan 
9. Dinas PU Dan Penata Ruang 
10. Dinas Sosial 
11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik 
13. Dinas Koperasi Dan UKM 
14. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 
15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Perkebunan Dan Peternakan 
17. Dinas Perikanan Dan Kelautan 
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
19. Dinas Pendidikan 
20. Dinas Pemuda Dan Olahraga 
21. Dinas Tanaman Pangan dan Hotikultura 
22. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
23. Dinas Pemadam Kebakaran 
24. Dinas Lingkungan Hidup 
25. Dinas Parawisata Dan Kebudayaan 
26. Badan Penelitian Dan Pengembangan 
27. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM 
28. Badan Penangulangan Bencana Daerah 
29. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
30. Badan Pendapatan Daerah 
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
32. Inspektorat Kabupaten Gowa 
33. DPRD Kabupaten Gowa 
Sumber: www.gowakab.go.id 
2. Sampel  
Menurut Siregar (2013:56), Sampel adalah suatu prosedur pengambilan 
data, dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan 





yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah teknik Judgement 
Sampling. Judgement Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 
berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk 
dijadikan sampel penelitian karena memiliki kriteria tertentu. Yang menjadi 
responden didalam penelitian ini yaitu 2 orang diwakili oleh Kepala 
Penatausahaan Keuangan dan Staf Akuntansi pada setiap dinas dan Badan. 
Sehingga total sampel berjumlah 66 orang. Alasan peneliti memilih mereka 
sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa unsur manajerial tersebut 
memiliki pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan 
memiliki kewenangan untuk melakukan internal control. 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data penelitian adalah data primer (primary data) yaitu data yang 
dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek 
yang diteliti (Siregar, 2013:37). Data primer diperoleh secara langsung dari 
sumber aslinya dan tidak melalui perantara (Indrianto dan Supomo, 2013:146-
147).  Data primer biasanya juga diperoleh dengan survei lapangan yang 
menggunakan semua metode pengumpulan data. 
2. Sumber Data 
Sumber data dari penelitian ini adalah dari hasil jawaban responden atas 
kuesioner yang sudah disebarkan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang 
aksesibilitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, internal control 
system dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan 





E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan  kuesioner  
yang  didistribusikan  secara  langsung pada Kantor Inspektorat, DPRD dan 
SKPD Kabupaten Gowa.  Menurut Sugiyono (2014) kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Peneliti  juga  
melakukan  metode  tinjauan  kepustakaan  dengan mempelajari  teori-teori  dan  
konsep-konsep  yang  sehubungan  dengan  masalah yang  diteliti  penulis  pada  
buku-buku,  makalah,  dan  jurnal  guna  memperoleh landasan  teoritis  yang  
memadai  untuk  melakukan  pembahasan.  Selain  itu, peneliti  juga  mengakses  
website  dan  situs-situs  yang  menyediakan  informasi sehubungan dengan 
masalah dalam penelitian. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian diartikan sebagai alat bantu yang merupakan saran 
yang dapat diwujudkan dalam benda, contohnya angket (Riduwan, 2013:98). 
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan 3 indikator yang terdiri dari 3 
item pernyataan. 
2. Variabel penyajian laporan keuangan dengan 4 indikator yang terdiri dari 9 
item pernyataan. 
3. Variabel internal control dengan 5 indikator yang terdiri dari 6 item 
pernyataan. 
4. Variabel kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 5 indikator yang 





Untuk mengukur instrumen dalam penelitian ini digunakan skala likert 
dengan bobot yaitu : 
Tabel 3.2 
Tabel Skala Penilaian  
No Nilai/Bobot Skala Keterangan 
1 1 STS Sangat Tidak Setuju 
2 2 TS Tidak Setuju 
3 3 N/KS Netral/Kurang Setuju 
4 4 S Setuju 
5 5 SS Sangat Setuju 
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Uji Kualitas Data Penelitian 
Uji kualitas data digunakan untuk menentukan kualitas kusioner yang 
dipergunakan dalam penelitian. Artinya, kusioner tersebut dapat mewakili atau 
mencerminkan keadaan pada penelitian. Berikut ini adalah pengujian instrumen 
yang dilakukan pada penelitian ini : 
a. Uji Validitas 
       Validasi data bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaan dalam 
kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur variabel yang diteliti  
(Sugiyono, 2014). Pengujian validitas setiap butir digunakan analisis item yaitu 
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap 
skor butir. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap 
valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. Kriteria pengujian 
Validitas adalah sebagai berikut: 






2) Jika r hitung positif dan r hitung < r tabel maka butir peryataan tersebut 
tidak valid. 
b. Uji Reliabilitas 
Sugiyono (2014) menyatakan instrumen yang reliable adalah instrument 
yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 
menghasilkan data yang sama. Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu 
kuesioner  yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan 
dikatakan reliable atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan 
adalah konsisten. Pengukuran keandalan butir pernyataan dengan sekali 
menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur 
korelasinya antar skor jawaban pada butir pernyataan yang sama dengan bantuan 
komputer Statistikal Program for Society Science (SPSS), kriteria yang digunakan 
untuk menyatakan suatu instrument dikatakan reliable jika memberikan nilai 
Cronbach Alpha (α) lebih besar dari pada 0,60, jika nilai yang dihasilkan lebih 
kecil dari 0,60 maka instrument dikatakan tidak reliable. 
2. Uji Asumsi Klasik 
 Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi 
klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan 
bermanfaat.  Uji asumsi klasik dalam penelitian hanya meliputi uji normalitas, uji 
multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji autokorelasi tidak 
digunakan karena penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner 
yang tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu. Untuk 
dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai 





asumsi klasik dalam penelitian hanya meliputi uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. 
a. Uji Normalitas 
Menurut Uji normalitas bertujuan untuk menguji  data variabel bebas (X) 
dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi 
normal  atau  berdistribusi  tidak  normal.  Model  regresi  yang  baik  adalah 
memiliki  distribusi  data  normal  atau  mendekati  normal.  Pengujian normalitas 
dalam penelitian ini dapat dilihat dari Normal Probability Plot dan diagram 
Histogram yang condong ke kanan maupun ke kiri. Dasar pengambilan keputusan 
untuk uji normalitas (Ghozali, 2015) adalah : 
1) Jika data menyebar disekitar garis garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka 
model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
b. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi 
yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika 
terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Uji 
multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Uji 





Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi 
gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2015). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. Menurut Kuncoro (2011) Heteroskedastisitas muncul apabila 
kesalahan atau residual dari  model yang diamati tidak memiliki varians yang 
konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Artinya setiap observasi 
mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang 
melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Jika varians dari 
residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam 
penelitian ini dilakukan dengan dengan melihat grafik scatterplot, dengan kriteria 
yang dikemukan oleh Sugiyono (2014) sebagai berikut : 
1) Jika terdapat pola tertentu atau membentuk pola tertentu yang teratur, 
misalnya gelombang, melebar, dan menyempit, maka ada indikasi terjadi 
heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak terdapat pola yang jelas dan tidak membentuk pola tertentu yang 
teratur, misalnya tidak bergelombang, tidak melebar, dan tidak menyempit, 
maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
3. Pengujian Hipotesis  
Model analisis data dan uji hipotesis dalam penelitian ini adalah model 
analisis regresi linier berganda dan model analisis moderasi (Moderated 





berganda yang mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi 
(perkalian dua atau lebih variabel independen). Bentuk regresi ini dirancang untuk 
menentukan hubungan antar dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
moderasi (Suliyanto, 2011). Secara sistematis diperoleh persamaan regresi: 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis Regresi Linier Berganda digunakan dalam penelitian ini untuk 
menguji pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap 
variabel dependen yaitu menguji hipotesis1 dan hipotesis 2 yang dapat 
dilihat pada persamaan berikut : 
 =  +		 + 			 + 	
 ……. (Persamaan 1) 
Keterangan : 
Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
A = Konstanta 
β1, β2 =  Koefisien Regresi 
X1 = Aksesibilitas laporan keuangan 
X2 = Penyajian laporan keuangan 
e  = Standar Error 
b. Analisi Moderated Regression Analysis (MRA) 
Analisis Moderat Regresion Analysis (MRA) dalam penelitian ini 
menggungakan pendekatan selisih mutlak untuk menguji hipotesis 3 dan 
hipotesis 4. Adapun persamaan Analisis Moderat Regresion Analysis 
(MRA) dapat dilhat berikut ini : 








Y  = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
  = Konstanta 
β1, β2, β3, β4 =  Koefisien Regresi 
X1  = Aksesibilitas laporan keuangan 
X2  = Penyajian laporan keuangan 
X3  = Internal control accounting 
X1-X3         = Interaksi aksesibilitas laporan keuangan dengan internal 
control accounting 
X2-X3          = Interaksi penyajian laporan keuangan dengan internal 
control accounting 
e   = Standar Error 
Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut 
(Ghozali, 2013:214): 
Tabel 3.3 
Kriteria penentuan Variabel Moderating 
No Tipe Moderasi Koefisien 
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan 
b3 Signifikan 
2 Quasi Moderasi b2 Signfikan 
b3 Signifikan 
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signfikan 
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signfikan 








 b2 :   variabel Internal control 
 b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (aksesibilitas 
laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan daerah) dengan 
variabel internal control. 
Koefisien Determinasi (R2) 
Ghozali (2014) mengatakan koefisien determinasi bertujuan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel 
dependen. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya 
niai R Square (	),	untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas. 
1) Uji Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen. Kriteria pada pengujian simultan (uji F) ini adalah jika Fhitung > Ftabel 
dan tingkat signifikan < 0,05 (5%) maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima dan 
Ho ditolak. Dasar Pengambilan Keputusan (Ghozali, 2015) : 
Ho : β = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen secara bersama-sama dengan variabel dependen. 
Hα : β ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 
secara bersama-sama dengan variabel dependen. 
2) Uji Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial 
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pada pengujian simultan 





dinyatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak (Ghozali, 2015). Dasar Pengambilan 
Keputusan : 
Ho : β ≥ 0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen dengan variabel dependen. 
Hα : β ≤ 0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Pemerintah Dearah Kabupaten Gowa 
  Kabupaten Gowa berada pada 119,3773o Bujur Barat dan 120,0317o 
Lintang Selatan dimana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km2 atau setara dengan 3,01% dari 
Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri 
atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km2 atau setara dengan 80,17% yang meliputi 
sembilan kecamatan. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km2 atau setara 
dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan.  
  Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 122 desa 
dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kota 
Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Sebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Sebelah selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto. Sedangkan sebelah Barat berbatasan 
dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar. 
  Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Dalam 
konteks ini Kabupaten Gowa menetapkan visi sebagai mana tertuang dalam pola 
dasar pembangunan Kabupaten Gowa dalam rumusan “ Terwujudnya Gowa yang 
handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan 
pemerintahan”. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 serta memperhatikan perkembangan 
lingkungan strategis posisi Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan 




masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.  Sejalan dengan visi tersebut 
dirumuskan misi Kabupaten Gowa yaitu “ Meningkatnya kualitas sumber daya 
manusia, meningkatnya interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi, 
meningkatnya peran masyarakat, meningkatnya penerapan prinsip tata 
pemerintahan yang baik, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. 
B. Gambaran Responden 
1. Karakteristik responden 
 Data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel, yakni pada 
SKPD Kabupaten Gowa. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data 
dilakukan kurang lebih 5 minggu yaitu mulai 15 Juli 2018 sampai dengan 20 
Agustus 2018. Proses pendistribusian kuesioner dapat dilihat pada tabel  4.1 
berikut ini : 
Tabel 4.1  
Distribusi Kuesioner 
No 
Keterangan Jumlah Persentase 
1 
Jumlah kuesioner yang disebar 66 100% 
2 
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 7 10,60% 
3 
Jumlah Kuesioner yang diolah 59 89,40% 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebar 
sejumlah 66 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 59 kuesioner, maka 
dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian kuesioner sebesar 89,40% dan 
dapat diolah.   
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Karakteristik responden dalam penelitian ini sebanyak 59 orang aparatur 
SKPD Kabupaten Gowa yang representatif untuk dikemukakan sebagai kelayakan 
responden dalam memberikan informasi mengenai identitas responden mulai dari 
jenis kelamin, umur, jabatan, masa jabatan dan  pendidikan terakhir, serta 
informasi terhadap pernyataan yang diajukan sebagai substansi mengenai 
Pengaruh aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah dengan internal control sebagai varabel moderating 
pada pemerintah Kabupaten Gowa. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut : 
a. Jenis Kelamin 
Jenis kelamin responden dapat digunakan untuk mengetahui jenis kelamin 
responden yaitu jenis kelamin laki-laki dan wanita. Data tentang jumlah 
responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 
1 Laki-laki 32 Orang 54,23 % 
2 Wanita 27 Orang 45,76 % 
Total 59 Orang 100 % 
 Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden berdasarkan 
jenis kelamin terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 32 orang 
atau sebesar 54,23% kemudian disusul oleh responden yang berjenis kelamin 
wanita sebanyak 27 orang atau sebesar 45,76%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
sebagian besar aparatur SKPD Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam 






Karakteristik responden berdasarkan umur dapat digunakan untuk 
mengetahui umur responden yang meliputi 4 kelompok umur, yakni umur 25-34 
tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun dan diatas 54 tahun. Oleh karena itulah 
karakteristik responden berdasarkan umur, dapat dilihat melalui tabel 4.3 berikut : 
Tabel 4.3. 
Jumlah Responden Berdasarkan Umur 
No Umur Responden Jumlah Responden Persentase 
1 25-34 tahun 12 orang 20,34 % 
2 35-44 tahun 19 orang 32,20 % 
3 45-54 tahun 20 orang 33,90 % 
4 Diatas 54 tahun 8 orang 13,56 % 
 Total 59 orang 100 % 
     Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa responden berdasarkan 
umur  adalah umur 25-34 tahun dengan jumlah responden 12 orang atau sebesar 
20,34%, kemudian umur 35-44 tahun dengan jumlah responden sebanyak 19 
orang atau sebesar 32,20%, kemudian umur 45-54 tahun dengan jumlah 
responden sebanyak 20 orang atau sebesar 33,90% dan umur diatas 54 tahun 
dengan jumlah responden 8 orang atau sebesar 13,56%. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa sebagian besar aparatur SKPD Kabupaten Gowa yang menjadi responden 
penelitian ini adalah dengan umur 45-54 tahun. 
c. Jabatan 
Karakteristik responden berdasarkan jabatan untuk mengetahui jabatan 
atau hasil yang dicapai oleh seorang pegawai berdasarkan prestasi/kinerja yang 
dicapainya. Data mengenai jumlah responden berdasarkan jabatan dapat dilihat 





Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan 
No Jabatan Responden Persentase 
1. Kepala Penatausahaan Keuangan  26 Orang 44,07 % 
2. Staff Akuntansi 33 Orang 55,93 % 
 Total 59 orang 100 % 
Sumber : Data diolah tahun 2018 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa responden berdasarkan 
jabatan adalah responden yang menduduki jabatan sebagai kepala penatausahaan 
keuangan dengan jumlah responden sebanyak 26 orang atau sebesar 44,07% dan 
staff akuntansi dengan jumlah responden sebanyak 33 orang atau sebesar  55,93%. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa aparatur SKPD Kabupaten Gowa yang menjadi 
responden penelitian ini adalah dengan kepala penatausahaan keuangan (PPK 
SKPD) dan staf akuntansi. 
d. Masa Jabatan 
Karakteristik responden berdasarkan masa jabatan untuk mengetahui lama 
responden menduduki jabatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 
pada jabatan yang diemban kepadanya saat ini. Data mengenai jumlah responden 
berdasarkan masa jabatan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : 
Tabel 4.5. 
Jumlah Responden Berdasarkan Masa Jabatan 
No Masa Jabatan Responden Persentase 
1 < 1  Tahun  6 Orang 10,17 % 
2 1-3  Tahun 34 Orang 57,63 % 
3 4-6  Tahun 6 Orang 10,17% 
4 > 6  Tahun 13 Orang 22,03 % 
 Total 59 orang 100 % 
     Sumber : Data Diolah  tahun 2018 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa responden berdasarkan masa 
jabatan terbanyak adalah masa jabatan 1-3 tahun dengan jumlah responden 34 
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orang atau sebesar 57,63%, kemudian responden dengan masa jabatan di atas 6 
tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 22,03%, kemudian disusul oleh responden 
dengan masa jabatan kurang dari 1 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 10,17% 
dan responden dengan masa jabatan 4-6 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 
10,17%.  Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar aparatur SKPD 
Kabupaten Gowa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah dengan 
masa jabatan 1-3 tahun. 
e. Pendidikan Terakhir 
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir untuk mengetahui 
pendidikan terkahir atau tingkat pendidikan responden telah diselesaikan mulai 
dari jenjang pendidikan D3, Sarjana, Magister dan Doktor. Data selengkapnya 
tentang responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.6 
sebagai berikut : 
Tabel 4.6 
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
No Pendidikan terakhir Responden Persentase 
1 D3 2 Orang 3,39 % 
2 S1 39 Orang 66,10 % 
3 S2 12 Orang 20,34 % 
4 S3 6 Orang 10,17 % 
 Total 59 Orang 100 % 
Sumber : Data diolah  tahun 2018 
Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa responden berdasarkan tingkat 
pendidikan didominasi oleh sarjana (S1) yaitu  sebanyak 39 orang atau sebesar 
66,10%, kemudian Magister (S2) dengan jumlah responden sebanyak 12 orang 
atau sebesar 20,34%, Doktor (S3) sebanyak 6 orang atau sebesar 10,17% dan 
Diploma (D3) jumlah responden 2 orang atau sebesar 3,39% dan. Sehingga dapat 
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dikatakan bahwa sebagian besar aparatur SKPD Kabupaten Gowa yang menjadi 
sampel penelitian ini adalah dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1). 
2. Analisis Deskriptif Variabel 
 Deskripsi merupakan penjelasan berupa analisis tanggapan responden 
melalui penyebaran kuesioner. Deskripsi Variabel dari 59 responden dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:  
Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Variabel 
Sumber : Output SPSS 23 (2018) 
 Tabel 4.7 di atas menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing 
variabel dalam penelitian ini. Hasil analisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif terhadap variabel aksesibilitas (X1) menunjukkan nilai minimum 3,00, 
nilai maksimum 5,00, mean (rata-rata) sebesar 4,058 dengan standar deviasi 
0,459. Selanjutnya hasil analisis variabel penyajian laporan keuangan daerah (X2) 
menunjukkan nilai minimum 3,00, nilai maksimum 4,89, mean (rata-rata) sebesar 
4,116 dengan standar deviasi 0,400. Variabel internal control (X3) menunjukkan 
nilai minimum 3,00, nilai maksimum 5,00, mean (rata-rata) sebesar 4,180 dengan 
standar deviasi 0,437. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
(Y) menunjukkan nilai minimum 2,63, nilai maksimum 5,00, mean (rata-rata) 
sebesar 4,177 dengan standar deviasi 0,524. 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 59 3,00 5,00 4,0580 ,45984 
X2 59 3,00 4,89 4,1164 ,40023 
X3 59 3,00 5,00 4,1807 ,43784 
Y 59 2,63 5,00 4,1773 ,52499 
Valid N 
(listwise) 
59     
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 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 
berada pada variabel internal control (X3) sebesar 4,180, sedangkan nilai rata-rata 
terendah pada variabel aksesibilitas (X1) sebesar 4,058. Standar deviasi tertinggi 
berada pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0,524 
dan standar deviasi terendah pada variabel penyajian laporan keuangan daerah 
(X2) sebesar 0,400.  
a. Aanalisis Deskripsi data atas variabel aksesibilitas  (X1) 
Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap aksesibilitas 
berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini : 
Tabel 4.8 
Rekapitulasi tanggapan responden untuk variabel aksesibilitas (X1) 
Indikator  (Item/ Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%) Rerata 
Variabel Butir) STS (1) TS (2) N (3) S (4) SS (5) (Mean) 
    F % f % f % F % f %   
X1 
  
X1.1 0 0,00 1 1,70 6 10,20 34 57,60 18 30,50 4,16 
Rerata Indikator terbuka untuk umum 4,16 
X1 
  
X1.2 0 0,00 0 0,00 2 3,40 39 66,10 18 30,50 4,27 
Rerata Indikator mudah di akses 4,27 
X1 
X1.3 1 1,70 1 1,70 14 23,70 40 67,80 3 5,10 3,72 
Rerata Indikator Ketersidiaan informasi/aksibel 3,72 
Rerata Aksesibilitas (X1) 4,05 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden yang diteliti 
memberikan jawaban yang bervariasi  dan jika dicermati maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1) Pernyataan pertama “Laporan Keuangan daerah dipublikasikan secara 
terbuka melalui media massa”, dengan indiaktir terbuka di media massa, 
tanggapan responden dengan dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 
orang atau 1,70%, dengan kategori kurang setuju sebanyak 6 orang atau 
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sebanyak 10,20%, dengan kategori setuju sebanyak 34 orang atau 57,60% 
dan kategori sangat setuju sebanyak 18 orang atau 30,50%. Dan nilai rata-
rata jawaban responden adalah 4,16.  
2) Pernyataan kedua “Memberikan kemudahan kepada para pengguna 
laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan 
daerah”, dengan indikator mudah di akses, tanggapan responden dengan 
kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau sebanyak 3,40%, dengan 
kategori setuju sebanyak 39 orang atau 66,10% dan kategori sangat setuju 
sebanyak 18 orang atau 30,50%. Dan nilai rata-rata jawaban responden 
adalah 4,27.  
3) Pernyataan ketiga “Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan 
daerah melaui internet (website)”, dengan indikator ketersediaan 
informasi/aksibel, tanggapan responden dengan kategori sangat tidak 
setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1,70%, kategori tidak setuju 
sebanyak 1 orang atau 1,70%, dengan kategori kurang setuju sebanyak 14 
orang atau sebanyak 23,70%, dengan kategori setuju sebanyak 40 orang 
atau 67,80% dan kategori sangat setuju sebanyak 3 orang atau 5,10%. 
Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,72.  
b. Analisis Deskripsi data atas variabel Penyajian Laporan Keuangan (X2) 
Distribusi frekuensi tanggapan responden  terhadap penyajian laporan 









Rekapitulasi tanggapan responden untuk variabel penyajian  
laporan keuangan (X2) 
Indikator  
Variabel 




TS (2) N (3) S (4) SS (5) (Mean) 
    f % f % f % F % F %   
X2 
X2.1 0 0,00 0 0,00 2 3,40 40 67,80 17 28,80 4,25 
X2.2 0 0,00 1 1,70 11 3,40 35 59,30 12 20,30 3,98 
X2.3 0 0,00 0 0,00 4 6,80 35 59,30 20 33,90 4,27 
Rerata indikator relevan    4,16 
X2 
X2.4 0 0,00 0 0,00 6 10,20 44 74,60 9 15,30 4,05 
X2.5 0 0,00 1 1,70 6 10,20 38 64,40 14 23,70 4,10 
X2.6 0 0,00 2 3,40 7 11,90 40 67,80 10 16,90 3,98 
Rerata Indikator andal   4,04 
X2 
X2.7 0 0,00 3 5,10 4 6,80 31 52,50 21 35,60 4,18 
X2.8 0 0,00 1 1,70 8 13,60 28 47,50 22 37,30 4,20 
Rerata Indikator dapat dibandingkan   4,19 
X2 
X2.9 0 0,00 3 5,10 6 10,20 37 62,70 13 22,00 4,01 
Rerata Indikator dapat dipahami   4,01 
Rerata Penyajian Laporan Keuangan (X2) 4,10 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden yang diteliti 
memberikan jawaban yang bervariasi  dan jika dicermati maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1) Pernyataan pertama “Informasi dalam laporan keuangan yang saya 
hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa 
lalu (feedback value)”, dengan indikator relevan, tanggapan responden 
dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau sebanyak 3,40%, 
dengan kategori setuju sebanyak 40 orang atau 67,80% dan kategori sangat 
setuju sebanyak 17 orang atau 28,80%. Dan nilai rata-rata jawaban 
responden adalah 4,25.  
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2) Pernyataan kedua “Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan 
dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang 
akan datang (predictive value)”, dengan indikator relevan, tanggapan 
responden dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,70%, 
dengan kategori kurang setuju sebanyak 11 orang atau sebanyak 18,60%, 
dengan kategori setuju sebanyak 35 orang atau 59,30% dan kategori sangat 
setuju sebanyak 12 orang atau 20,30%. Dan nilai rata-rata jawaban 
responden adalah 3,98.  
3) Pernyataan ketiga “Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu 
sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan 
saat ini”, dengan indikator relevan, tanggapan responden dengan  kategori 
kurang setuju sebanyak 4 orang atau sebanyak 6,80%, dengan kategori 
setuju sebanyak 35 orang atau 59,30% dan kategori sangat setuju sebanyak 
20 orang atau 33,90%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,27.  
4) Pernyataan keempat “Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan 
yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa 
lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan”, dengan 
indikator andal, tanggapan responden dengan kategori kurang setuju 
sebanyak 6 orang atau sebanyak 10,20%, dengan kategori setuju sebanyak 
44 orang atau 74,60% dan kategori sangat setuju sebanyak 9 orang atau 
15,30%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,05.  
5) Pernyataan kelima “Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan 
yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
yang bersifat material”, dengan indikator andal, tanggapan responden 
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dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,70%, dengan 
kategori kurang setuju sebanyak 6 orang atau sebanyak 10,20%, dengan 
kategori setuju sebanyak 38 orang atau 64,40% dan kategori sangat setuju 
sebanyak 14 orang atau 23,70%. Dan nilai rata-rata jawaban responden 
adalah 4,10.  
6) Pernyataan keenam “Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan 
yang saya buat telah memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan khusus”, dengan indikator andal, tanggapan responden dengan 
kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 3,40%, dengan kategori 
kurang setuju sebanyak 7 orang atau sebanyak 11,90%, dengan kategori 
setuju sebanyak 40 orang atau 67,80% dan kategori sangat setuju sebanyak 
10 orang atau 16,90%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,98.  
7) Pernyataan ketujuh “Informasi yang termuat dalam laporan keuangan 
yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya”, dengan indikator dapat dibandingkan, tanggapan 
responden dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 5,10%, 
dengan kategori kurang setuju sebanyak 4 orang atau sebanyak 6,80%, 
dengan kategori setuju sebanyak 31 orang atau 52,50% dan kategori sangat 
setuju sebanyak 21 orang atau 35,60%. Dan nilai rata-rata jawaban 
responden adalah 4,18. 
8) Pernyataan kedelapan “Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah 
menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun 
ke tahun”, dengan indikator dapat dibandingkan, tanggapan responden 
dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,70%, dengan 
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kategori kurang setuju sebanyak 8 orang atau sebanyak 13,60%, dengan 
kategori setuju sebanyak 28 orang atau 47,50% dan kategori sangat setuju 
sebanyak 22 orang atau 37,30%. Dan nilai rata-rata jawaban responden 
adalah 4,20. 
9) Pernyataan kesembilan “Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan 
yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna”, 
dengan indikator dapat dipahami, tanggapan responden dengan kategori 
tidak setuju sebanyak 3 orang atau 5,10%, dengan kategori kurang setuju 
sebanyak 6 orang atau sebanyak 10,20%, dengan kategori setuju sebanyak 
37 orang atau 62,70% dan kategori sangat setuju sebanyak 13 orang atau 
22,00%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,01. 
c. Aanalsiis Deskripsi data atas variabel Internal Control (X3) 
Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel internal 
control sebagai variabel moderator, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat 

























TS (2) N (3) S (4) SS (5) (Mean) 
    f % f % f % f % F %   
X2 
X2.1 0 0,00 0 0,00 6 10,20 25 42,40 28 47,50 4,37 
X2.2 0 0,00 0 0,00   3    5,10 32 54,20 24 40,70 4,35 
Rerata indikator lingkungan pengendalian 4,36 
X2 
X2.3 0 0,00 0 0,00 4 6,80 36 61,00 19 32,20 4,25 
Rerata Indikator penilaian resiko 4,25 
X2 
X2.4 0 0,00 0 0,00 7 11,90 40 67,80 12 20,30 4,08 
Rerata Indikator kegiatan pengendalian 4,08 
X2 
X2.5 0 0,00 0 0,00 8 13,60 45 76,30 6 10,20 3,96 
Rerata Indikator informasi dan komunikasi 
3,96 
X2 
X2.6 0 0,00 0 0,00 7 11,90 42 71,20 10 16,90 4,05 
Rerata Indikator Pemantauan 4,05 
Rerata Penyajian Internal Control (X3) 4,14 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden yang diteliti 
memberikan jawaban yang bervariasi  dan jika dicermati maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1) Pernyataan pertama “Dalam lingkungan pengendalian Dinas ini, sudah 
ada pembagian wewenang yang jelas”, dengan indikator lingkungan 
pengendalian, tanggapan responden dengan kategori kurang setuju 
sebanyak 6 orang atau sebanyak 10,20%, dengan kategori setuju 
sebanyak 25 orang atau 42,40% dan kategori sangat setuju sebanyak 28 
orang atau 47,50%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,37. 
2) Pernyataan kedua “Dalam lingkungan pengendalian Dinas ini, sudah ada 
pembagian tanggung jawab yang jelas”, dengan indikator lingkungan 
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pengendalian, tanggapan responden dengan kategori kurang setuju 
sebanyak 3 orang atau sebanyak 5,10%, dengan kategori setuju sebanyak 
32 orang atau 54,20% dan kategori sangat setuju sebanyak 24 orang atau 
40,70%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,35. 
3) Pernyataan ketiga “Penilaian resiko telah diterapkan pada Dinas tempat 
saya bekerja”, dengan indikator penilaian resiko, tanggapan responden 
dengan  kategori kurang setuju sebanyak 4 orang atau sebanyak 6,80%, 
dengan kategori setuju sebanyak 36 orang atau 61,00% dan kategori 
sangat setuju sebanyak 19 orang atau 32,20%. Dan nilai rata-rata jawaban 
responden adalah 4,25. 
4) Pernyataan keempat “Standar pengendalian berupa pemisahan fungsi 
untuk setiap tugas, telah dilakukan oleh dinas tempat saya bekerja”, 
dengan kegiatan pengendalian, tanggapan responden dengan kategori 
kurang setuju sebanyak 7 orang atau sebanyak 11,90%, dengan kategori 
setuju sebanyak 40 orang atau 67,80% dan kategori sangat setuju 
sebanyak 12 orang atau 20,30%. Dan nilai rata-rata jawaban responden 
adalah 4,08. 
5) Pernyataan kelima “Informasi dan komunikasi antar unit kerja di tempat 
saya bekerja telah berjalan dengan baik”, dengan indikator informasi dan 
komunikasi, tanggapan responden dengan kategori kurang setuju 
sebanyak 8 orang atau sebanyak 13,60%, dengan kategori setuju 
sebanyak 45 orang atau 76,30% dan kategori sangat setuju sebanyak 6 
orang atau 10,20%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 3,96. 
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6) Pernyataan keenam “Di kantor tempat saya bekerja, pemantauan prosedur 
atas aktivitas operasional selalu dilakukan”, dengan indikator 
pemantauan, tanggapan responden dengan kategori kurang setuju 
sebanyak 7 orang atau sebanyak 11,90%, dengan kategori setuju 
sebanyak 42 orang atau 71,2% dan kategori sangat setuju sebanyak 10 
orang atau 16,90%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,05. 
d. Analisis Deskripsi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) 
Distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat pada 
tabel 4.11 berikut ini :  
Tabel 4.11 
Rekapitulasi tanggapan responden untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Y) 
 
Indikator  (Item/ Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%) Rerata 
Variabel 
Butir) 
STS (1) TS (2) KS (3) S (4) SS (5) (Mean) 
  
  




Y1.1 0 0,00 2 3,40 5 8,50 36 61,00 16 27,10 4,11 
Y1.2 0 0,00 0 0,00 2 3,40 43 72,90 14 23,70 4,20 
Rerata Indikator perencanaan 4,15 
Y 
Y1.3 0 0,00 0 0,00 2 3,40 45 76,30 12 20,30 4,16 
Y1.4 0 0,00 0 0,00 3 5,10 33 55,90 23 39,00 4,33 
Rerata Indikator pelaksanaan 4,24 
Y Y1.5 0 0,00 1 1,70 4 6,80 40 67,80 14 23,70 4,13 
Rerata Indikator pertanggungjawaban 4,13  
Y 
Y1.6 0 0,00 3 5,10 7 11,90 34 57,60 15 25,40 4,03 
Y1.7 0 0,00 3 5,10 9 15,30 33 55,90 14 23,70 3,98 
Rerata Indikator pelaporan 4,00 
Y 
Y1.8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34 57,60 25 42,40 4,42 
Rerata Indikator pengawasan 4,42 
Rerata Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah  (Y) 4,18 
 Sumber : Data Primer, diolah 2018 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden yang diteliti 
memberikan jawaban yang bervariasi  dan jika dicermati maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1) Pernyataan pertama “Kepentingan publik dan golongan menjadi 
pertimbangan utama dalam penyususnan APBD” dengan indikator 
perencanaan, tanggapan responden dengan kategori tidak setuju sebanyak 
2 orang atau 3,40%, dengan kategori kurang setuju sebanyak 5 orang atau 
sebanyak 8,50%, dengan kategori setuju sebanyak 36 orang atau 61,00% 
dan kategori sangat setuju sebanyak 16 orang atau 27,10%. Dan nilai rata-
rata jawaban responden adalah 4,11.  
2) Pernyataan kedua “Laporan keuangan digunakan untuk memberikan 
jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa 
bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan sebelumnya”, dengan 
indikator perencanaan, tanggapan responden dengan kategori kurang 
setuju sebanyak 2 orang atau sebanyak 3,40%, dengan kategori setuju 
sebanyak 43 orang atau 72,90% dan kategori sangat setuju sebanyak 14 
orang atau 23,70%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,20.  
3) Pernyataan ketiga “Pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran di 
awasi secara continue”, dengan indikator pelaksanaan,  tanggapan 
responden dengan kategori kurang setuju sebanyak 2 orang atau sebanyak 
3,40%, dengan kategori setuju sebanyak 45 orang atau 76,30% dan 
kategori sangat setuju sebanyak 12 orang atau 20,30%. Dan nilai rata-rata 
jawaban responden adalah 4,16.  
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4) Pernyataan keempat “Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan 
informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana secara 
continue”, tanggapan responden dengan kategori kurang setuju sebanyak 3 
orang atau sebanyak 5,10%, dengan kategori setuju sebanyak 33 orang 
atau 55,90% dan kategori sangat setuju sebanyak 23 orang atau 39,00%. 
Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,33.  
5) Pernyataan kelima “Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk 
pertanggungjawaban kepada publik”, tanggapan responden dengan 
kategori tidak setuju sebayak 1 orang atau 1,70%, dengan kategori kurang 
setuju sebanyak 4 orang atau sebanyak 6,80%, dengan kategori setuju 
sebanyak 40 orang atau 67,80% dan kategori sangat setuju sebanyak 14 
orang atau 23,70%. Dan nilai rata-rata jawaban responden adalah 4,13. 
6) Pernyataan keenam “Laporan Penggunaan Anggaran disajikan secara 
terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat”, dengan indikator 
pelaporan, tanggapan responden dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 
orang atau sebesar 5,10%, kategori kurang setuju sebanyak 7 orang atau 
sebanyak 11,90%, dengan kategori setuju sebanyak 34 orang atau 57,60% 
dan kategori sangat setuju sebanyak 15 orang atau 25,40%. Dan nilai rata-
rata jawaban responden adalah 4,03. 
7) Pernyataan ketujuh “Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar 
untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, 
serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas 
penggunaan sumber daya organisasi” dengan indikator pelaporan, 
tanggapan responden dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 
 75 
 
5,10%, dengan kategori kurang setuju sebanyak 9 orang atau sebanyak 
15,30%, dengan kategori setuju sebanyak 33 orang atau 55,90% dan 
kategori sangat setuju sebanyak 14 orang atau 23,70%. Dan nilai rata-rata 
jawaban responden adalah 3,98. 
8) Pernyataan kedelapan “Laporan keuangan digunakan untuk memonitor 
kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk 
mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah 
ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang 
sejenis jika ada” dengan indikator pengawasan, tanggapan responden 
dengan kategori setuju sebanyak 34 orang atau 57,60% dan kategori sangat 
setuju sebanyak 25 orang atau 42,40%. Dan nilai rata-rata jawaban 
responden adalah 4,42. 
C. Hasil Uji Kualitas Data 
Uji kualitas data bertujuan untuk menentukan kualitas kusioner yang 
dipergunakan dalam penelitian. Artinya, kuesioner tersebut dapat mewakili atau 
mencerminkan keadaan pada penelitian. Berikut ini adalah uji kualitas data yang 
dilakukan pada penelitian ini : 
1. Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Spearman correlation dan 
perhitungan menggunakan SPSS 23.00 for windows. Kriteria yang digunakan 
untuk menyatakan suatu instrumen dianggap valid yaitu apabila item pertanyaan 
mempunyai r hitung > dari r tabel, demikian sebaliknya. Pada penelitian ini 
terdapat jumlah sampel (n) = 59 responden dan besarnya df dapat di hitung 59-2 = 
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57 dengan df=57 dan alpha = 0,05 di dapat r tabel = 0,256. Jadi item pertanyaan 
yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,256. 
a. Hasil Uji Validitas untuk Variabel Aksesibilitas  
Variabel Aksesibilitas (X1) terdiri atas 3 indikator yang dijabarkan 
kedalam 3 pertanyaan. Untuk mengetahui hasil uji validitas untuk variabel 
Aksesibilitas (X1) dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.12 





Sig. (2-Tailed) Keterangan 
X1.1 0,768 0,000  Valid 
X1.2 0,826 0,000 Valid 
X1.3 0,650 0,000 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
 Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan nilai rhitung diatas 0,256 
dan signifikan dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua pertanyaan 
dalam variabel ini dikatakan valid. 
b. Hasil Uji Validitas untuk Penyajian Laporan Keuangan  
Variabel Penyajian laporan keuangan (X2) terdiri atas 4 indikator 
yang dijabarkan kedalam 9 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas 
















X2.1 0,337 0,000 Valid 
X2.2 0,345 0,000 Valid 
X2.3 0,725 0,000 Valid 
X2.4 0,747 0,000 Valid 
X2.5 0,812 0,000 Valid 
X2.6 0,825 0,000 Valid 
X2.7 0,841 0,000 Valid 
X2.8 0,383 0,000 Valid 
X2.9 0,760 0,000 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Berdasarkan tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai rhitung diatas 
0,256 dan signifikan dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua 
pernyataan dalam variabel ini. 
c. Hasil Uji Validitas untuk Variabel Internal Control 
Variabel Internal Control (X3) terdiri atas 5 indikator yang dijabarkan 
kedalam 6 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas untuk variabel 
internal control (X3) dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.14 






X3.1 0,721 0,000  Valid 
X3.2 0,896 0,000 Valid 
X3.3 0,761 0,000 Valid 
X3.4 0,876 0,000 Valid 
X3.5 0,684 0,000  Valid 
X3.6 0,666 0,000 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
 Berdasarkan tabel 4.14 diatas terlihat bahwa X1.1 sampai X3.6 
mempunyai nilai rhitung diatas 0,256 dan nilai signifikan dibawah 0,05 sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel ini 
mempunyai kriteria valid.  
d. Hasil Uji Validitas untuk Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) terdiri atas 5 
indikator yang dijabarkan kedalam 8 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji 
validitas untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.15 






Sig. (2-Tailed) Keterangan 
Y1.1 0,866 0,000  Valid 
Y1.2 0,849 0,000 Valid 
Y1.3 0,881 0,000 Valid 
Y1.4 0,847 0,000 Valid 
Y1.5 0,866 0,000  Valid 
Y1.6 0,924 0,000 Valid 
Y1.7 0,926 0,000 Valid 
Y1.8 0,700 0,000 Valid 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
 Berdasarkan tabel 4.15 diatas terlihat bahwa Y1.1 sampai Y1.8 
mempunyai nilai rhitung diatas 0,256 dan nilai signifikan dibawah 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel 
ini mempunyai kriteria valid.  
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Butir pernyataan/pertanyaan dikatakan 
reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan/pertanyaan 
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adalah konsisten. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrument 
dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha (α), yang 
diaplikasikan dengan program SPSS 23,0 for windows lebih besar daripada 0,60, 
jika nilai yang dihasilkan lebih kecil dari 0,60 maka instrument dikatakan tidak 
reliabel.  
Tabel 4.16 








Keuangan Daerah  (Y) 
0,949 0,60 Reliabel 
Aksesibilitas (X1) 0,609 0,60 Reliabel 
Penyajian Laporan Keuangan 
(X2) 
0,789 0,60 Reliabel 
Internal Control (X3) 0,861 0,60 Reliabel 
Sumber : Data Primer, diolah 2018 
Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,904, aksesibilitas sebesar 
0,609, penyajian laporan keuangan sebesar 0,789 dan internal control sebesar 
0,861. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan/pertanyaan dalam 
kuesioner ini reliable karena mempunyai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60. 
Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan/pertanyaan yang digunakan 
akan mampu memperoleh data yang konsisten. 
D. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak 
bias dengan varian yang minimum, artinya regresi tidak mengandung masalah. 




1. Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji grafik normal probability 
plot, dapat dilihat pada gambar 4.1.  
Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas Data 
 
       Sumber : Ouput SPSS 23 (2018) 
Berdasarkan hasil pengujian grafik normal probability plot di atas, tampak 
bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya 
mengikuti arus garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahawa model regresi 
dalam penelitian ini layak dipakai dan telah memenuhi asumsi normalitas.  
Sedangkan pengujian normalitas lainnya yang dilakukan dalam penelitian 
















              Sumber : Ouput SPSS 23 (2018) 
 Berdasarkan hasil uji normalitas data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan diagram Histogram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data  
dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditentukan adanya korelasi antara variable independen. Model regresi yang baik 
tidak terjadi korelasi di antara varaibel independen. Uji multikolonieritas dapat 
dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Berikut ini 







 Hasil uji multikolonieritas 
Variabel Collineary Statistics 
Tolerance VIF 
Aksesibilitas (X1) 0.551 1.813 
Penyajian Laporan Keuangan (X2) 0.357 2.803 
Internal Control (X3) 0.427 2.357 
  Sumber : Ouput SPSS 23 (2018) 
 Dari hasil pengujian multikolinearitas data di atas dapat diketahui nilai 
tolerance aksesibilitas sebesar 0,551, penyajian laporan keuangan 0,357 dan 
internal control sebesar 0,427. Nilai Varians Inflating Factors (VIF) ketiga 
variabel bebas yaitu aksesibilitas sebesar 1,813, penyajian loporan keuangan 
sebesar 2.803 dan internal control sebesar 2,357. Dimana ketiga variabel bebas 
tersebut mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai toleransinya > 0,10. Hal ini 
menunjukkan bahwa indikasi keberadaan multikolinearitas pada persamaan yang 
dilakukan dapat ditoleransi sehingga tidak akan mengganggu hasil regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian asumsi heteroskedastisitas data adalah keadaan dimana terjadi 
kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dalam 
penelitian ini, digunakan uji heteroskedastisitas dengan metode uji Grafik yang 









Hasil Uji Heterokedastisitas 
  
Sumber : Ouput SPSS 23 (2018) 
 Berdasarkan gambar secaterplot di atas menunjukkan penyebaran titik-titik 
yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah model atau pola tertentu 
yang jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan 
tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. 
E. Hasil Uji Hipotesis 
1. Hasil Persamaan Regresi 1 
a. Koefisien Determinasi (R2) 














                       
 
Berdasarkan output tabel di atas diperoleh nilai koefisien determininasi 
(R square) adalah 0,867 atau 86,70%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi 
variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 
86,70% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa dipengaruhi 
oleh aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 
13,30% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
b. Uji Simultan 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen. Kriteria pada pengujian simultan (uji F) ini adalah jika Fhitung > Ftabel 
dan tingkat signifikan < 0,05 (5%) maka dapat dinyatakan bahwa Ha diterima 












Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,931a ,867 ,862 ,19474 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 









Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 13,862 2 6,931 182,764 ,000b 
Residual 2,124 56 ,038   
Total 15,985 58    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
Sumber : Ouput SPSS 23 (2018) 
Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji simultan diatas menunjukkan nilai 
Fhitung sebesar 182,764 pada tingkat signifikan 0,000. Hasil yang diperoleh 
pada Ftabel adalah sebesar 3,160. Ftabel diperoleh pada tingkat signifikan 0,05 
dengan derajat kebebasan (df) yaitu df1 = 2 dan df2 = 56 yang diperoleh dari (k 
: n – k - `1) (2 : 59 – 2 – 1 = 56). Karena Fhitung > Ftabel (182,764 > 3,160) dan 
juga nilai probabilitas > tingkat signifikansi (0,05 > 0,000) maka dapat 
disimpulkan bahwa secara simultan aksesibilitas dan penyajian laporan 
keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah.  
c. Uji t (Uji Parsial) 
Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, pada 
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji regresi secara 















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,023 ,273  -3,743 ,000 
X1 ,381 ,074 ,334 5,154 ,000 
X2 ,887 ,085 ,676 10,440 ,000 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Ouput SPSS 23 (2018) 
Berdasarkan hasil uji parsial di atas, persamaan regresi pengaruh 
aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa dapat dituliskan ke dalam 
persamaan regresi sebagai berikut : 
  Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah = - 1,023 + 0,381 X1 + 0,887 X2 
Berdasarkan hasil persamaan tersebut di atas yang diperoleh angka Beta atau 
standardized coefficient dapat dijelaskan sebagai   berikut : 
1) Nilai konstanta (β
0
) sebesar -1,023, artinya apabila aksesibilitas dan 
penyajian laporan keuangan sama dengan 0, maka akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa sebesar -1,023. 
2) Nilai regresi (β
1
) variabel aksesibilitas (X1) sebesar 0,381 menunjukkan 
bahwa aksesibilitas naik 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa sebesar 38,10% dengan 
asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol   
3) Nilai regresi (β
2
) variabel penyajian laporan keuangan (X2) sebesar 0,887 
menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan naik 1% maka akan 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
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Gowa sebesar 88,70% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama 
dengan nol. 
Berdasarkan hasil uji parsial di atas dapat diketahui pengaruh masing-
masing variabel independen yang terdiri atas aksesibilitas dan penyajian laporan 
keuangan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah Kabupaten Gowa yang akan dijelaskan sebagai berikut : 
1) Hipotesis 1 (H) aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa diterima, hal ini diperoleh 
dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung X1=5,154, dan t-tabel =1,672. 
Tampak bahwa untuk variabel aksesibilitas, t-hitung > t-tabel atau 5,154 > 
1,672. Dan nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa aksesibilitas (X1) secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Gowa.  
2) Hipotesis 2 (H) penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa diterima, hal 
ini diperoleh dari hasil analisis regresi yaitu t-hitung X2=10,440 dan t-tabel 
= 1,672. Tampak bahwa untuk variabel penyajian laporan keuangan, t-
hitung > t-tabel atau 10,440 > 1,672. Dan nilai signifikansi X2 sebesar 
0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan 
(X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 





2. Hasil Pengujian dengan analisis regresi moderate-MRA dengan pendekatan 
selisih mutlak terhadap hipotesis H  dan Hipotesis H. 
 Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut 
(Ghozali, 2013:214): 
Tabel 4.21 
Kriteria Penentuan Variabel Moderating 
No Tipe Moderasi Koefisien 
1 Pure Moderasi b2 Tidak Signfikan 
b3 Signifikan 
2 Quasi Moderasi b2 Signfikan 
b3 Signifikan 
3 Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) b2 Tidak Signfikan 
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2 Signfikan 
b3 Tidak Signifikan 
 
Keterangan: 
 b2 :   variabel Internal control 
 b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (aksesibilitas 
laporan keuangan, dan penyajian laporan keuangan daerah) dengan 
variabel internal control. 
1) Koefisien Determinasi (R2) 














Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,950a ,903 ,893 ,17138 
a. Predictors: (Constant), Moderat2, Zscore(X2), Moderat1, 
Zscore(X1), Zscore(Z) 
Sumber : Ouput SPSS 23 (2018) 
 
Berdasarkan output tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0,950 atau 
sebesar 95,00%, artinya hubungan positif kuat antara variabel aksesibilitas dan 
penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Gowa sebesar 93,10%. Kemudian, nilai koefisien determininasi (R 
square) adalah 0,903 atau 90,30%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi 
variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 
sebesar 90,30% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa 
dipengaruhi oleh aksesibilitas dan penyajian laporan keuangan, sedangkan 
sisanya sebesar 10,70% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Gowa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
2) Uji Simultan (Uji f) 


















Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 14,429 5 2,886 98,248 ,000b 
Residual 1,557 53 ,029   
Total 15,985 58    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), Moderat2, Zscore(X2), Moderat1, Zscore(X1), 
Zscore(Z) 
Sumber : Ouput SPSS 23 (2018)  
Sesuai hasil analisis regresi ANOVA (Analysis of Variant) dapat dilihat 
Fhitung= 98,248 dan signifikansi sebesar 0,000 atau pada taraf nyata 5%. Hal ini 
berarti bahwa variabel Zscore (aksesibilitas), Zscore (penyajian laporan 
keuangan), Zscore (internal control), moderat 1 (ZX1-ZX3) dan moderat 2 
(ZX2-ZX3) secara simultan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah Kabupaten Gowa. 
3) Uji t (Uji Parsial) 



















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,226 ,045  93,101 ,000 
Zscore (X1) ,148 ,031 ,281 4,697 ,000 
Zscore (X2) ,235 ,043 ,447 5,505 ,000 
Zscore (X3) ,178 ,043 ,339 4,150 ,000 
Moderator 1 
(X1.M) 
-,130 ,052 -,141 -2,526 ,014 
Moderator 2 
(X2.M) 
-,139 ,067 -,126 -2,095 ,041 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : Ouput SPSS 23 (2018)  
 Berdasarkan hasil uji parsial di atas, dapat dituliskan ke dalam persamaan 
regresi sebagai berikut : 
Y = 4,226 + 0,481ZX1+ 0,235ZX2 + 0,178ZX3 -0,130 (ZX1-ZX3) - 0,139 
(ZX2-ZX3) + e 
Keterangan :  
Y  : Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah 
ZX1  : Standardize aksesibilitas 
ZX2  : Standardize penyajian laporan keuangan 
M  : Standardize internal control 
(ZX1-ZX3) : Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan  
    antara ZX1 dan ZX3 (Moderat 1) 
(ZX2-ZX3) : Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan  
    antara ZX2 dan ZX3 (Moderat 2) 
α  : Konstanta 
β  : Koefisien Regresi 
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e  : Error Term 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa : 
a) Nilai konstanta  sebesar 4,226, artinya apabila aksesibilitas, penyajian 
laporan keuangan dan interaksi antara variabel moderating sama dengan 0, 
maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa sebesar  
4,226. 
b) Nilai regresi variabel aksesibilitas sebesar 0,148 menunjukkan bahwa 
apabila aksesibilitas naik 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa sebesar 14,80%. 
c) Nilai regresi variabel penyajian laporan keuangan sebesar 0,235 
menunjukkan bahwa apabila aksesibilitas naik 1% maka akan 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Gowa sebesar 23,50%. 
d) Nilai regresi variabel internal control sebesar 0,178 menunjukkan bahwa 
internal control naik 1% maka akan meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa sebesar 17,80%. 
e) Nilai regresi variable aksesibilitas dan internal control sebesar -0,130 
dapat di artikan bahwa dengan adanya interaksi aksesibilitas dan internal 
control makaakan menunrunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah Kabupaten Gowa sebesar 13,00%. 
f) Nilai regresi variabel penyajian laporan keuangan dan internal control 
sebesar -0,139 dapat di artikan bahwa dengan adanya interaksi penyajian 
laporan keuangan dan internal control maka akan menunrunkan 
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akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa 
sebesar13,90%. 
Hasil intrepertasi dan hipotesis penelitian (H	dan H yang diajukan dapat 
dilihat sebegai berikut: 
1. Hipotesis 3 (H) internal control memoderasi hubungan antara aksesibilitas 
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel internal control sebesar 0,000. 
Nilai  tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel 
internal control terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi 
aksesibilitas  dan internal control sebesar 0,014 yang menunjukkan bahwa 
interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefisien b2 signifikan dan b3 signifikan, 
maka penggunaan variabel internal control termasuk dalam kategori quasi 
moderasi. Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan 
antara variabel independen dan variabel dependen dimana variabel moderasi 
semu berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel 
independen.  Artinya, variabel internal control merupakan variabel yang mampu 
memoderasi hubungan antara variabel aksesibilitas terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus menjadi variabel independen. 
Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24 di 
atas menunjukkan variabel moderat1 mempunyai nilai t-hitung sebesar -2,526 
dan t-tabel 1,672. Tampak bahwa t-hitung > t-tabel atau -2,526 > 1,672 dengan 
koefisien beta unstandardized sebesar -0,130 dan tingkat signifikansi 0,014 
yang lebih kecil dari 0,05 maka H diterima. Hal ini berarti bahwa variabel 
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internal control merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel 
aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti atau 
diterima.  
2. Hipotesis 4 (H) internal control memoderasi hubungan antara penyajian 
laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
Diperoleh nilai signifikan uji t variabel internal control sebesar 0,000. 
Nilai  tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel 
internal control  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 
Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi interaksi 
penyajian laporan keuangan daerah dan internal control sebesar 0,041 yang 
menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefisien b2 
signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan variabel internal control 
termasuk dalam kategori quasi moderasi. Quasi moderasi merupakan variabel 
yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel tergantung 
dimana variabel moderasi semu berinteraksi dengan variabel independen 
sekaligus menjadi variabel independen.  Artinya,  variabel internal control 
merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan antara variabel 
penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah dan sekaligus menjadi variabel independen. 
Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.24 di 
atas menunjukkan variabel moderat 2 mempunyai nilai t-hitung sebesar -2,095 
dan  t-tabel 1,672. Tampak bahwa  t-hitung > t-tabel atau -2,095 > 1,672 dengan 
koefisien beta unstandardized sebesar -0,139 dan tingkat signifikansi 0,041 
yang lebih kecil dari 0,05 maka H diterima. Hal ini berarti bahwa variabel 
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internal control merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel 
penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah terbukti atau diterima.  
F. Pembahasan  
a) Aksesibilitas (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y).  
Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa aksesibilitas berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Gowa, ini memberikan arti bahwa hasil H diterima. Hal ini 
didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien beta 
unstandardized variabel aksesibilitas sebesar 0,381 dan signifikansi sebesar 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa apabila aksesibilitas dengan 
indikator terbuka di media massa sebagai indikator yang paling dominan, mudah 
diakses dan ketersediaan informasi/accibel dapat meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa.  Kemudahan akses laporan 
keuangan daerah sebagai salah satu alat akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak didukung dengan kemudahan 
akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat seperti melaui 
website resmi pemerintah harus didukung dengan akses jaringan internet yang 
kuat dan penyebarluasan infomasi kepada publik harus terus diperbaharui 
sehingga akuntabilitas publik dapat berjalan efektif.  
Teori keagenan sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan yang 
menjelaskan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan 
untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para 
pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara 
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langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hasil penelitian ini juga 
sejalan dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa penyajian informasi 
laporan keuangan pemerintah yang mudah diakses bagi para pengguna laporan 
keuangan seperti akses melalui media dan website resmi pemerintah (situs 
internet) menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat.   
Hasil pada peelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang telah 
dilakukan Hehanusa (2015:88) yang menemukan bahwa aksesibilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas  
pengelolaan  keuangan daerah. Efektivitas transparansi dan akuntabilitas akan 
tergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban  maupun  
laporan  temuan   yang dapat dibaca dan dipahami. Hasil penelitian ini juga 
sejalan dengan hasil penelitian Nurlaili (2016:458) yang menemukan bahwa 
aksesibilitas berpegaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Dan hasil penelitian Fauziyah (2017:14) 
menemukan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan daerah, maka 
semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas 
laporan keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu 
memfasilitas dan memberikan kemudahan  kepada publik dalam memperoleh 
informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. 
b) Pengaruh penyajian laporan keuangan (X2) terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah (Y) 
Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa penyajian laporan 
keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah Kabupaten Gowa, ini memberikan arti bahwa hasil H 
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diterima. Hal ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien 
beta unstandardized variabel aksesibilitas sebesar 0,887 dan signifikansi sebesar 
0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa dengan adanya penyajian 
laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik 
laporan keuangan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
Teori keagenan sejalan dengan penelitian ini yang menjelaskan bahwa 
pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk 
menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan para 
pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara 
langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Sebagaimana jika 
berbicara dengan pertanggung jawaban Allah telah berfirman dalam Q.S al-
Qiyamah ayat 36: 
  
Artinya : apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu  saja 
 (tanpa pertanggung jawaban)? (Q.S al-Qiyamah/73:36). 
Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan meminta pertanggung 
jawaban kepada manusia atas apa yang dikerjakanya, oleh karena itu manusia 
harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apabila ayat tersebut dikaitkan 
dengan penelitian ini maka pemerintah sebagai pemegang amanah atau diberi 
tanggung jawab oleh masyarakat harus bertanggung jawab, seperti pertanggung 
jawaban yang harus diberikan kepada masyarakat ialah bentuk transparansi dan 
akuntabilitas laporan keuangan kepada masyarakat agar informasinya bisa di 
pergunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan 
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dengan teori sinyal yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengurangi 
asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui 
pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas.  
Penelitian Wahyuni, dkk (2014:7) sejalan dengan hasil penelitian ini 
yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan 
baik secara parsial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan. Hasil yang sama ditemukan oleh Hehanusa (2015:88) dan Nurlaili 
(2016:457) yang menemukan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah 
berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah.  
c) Internal control memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 
terhadap akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah. 
Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa internal control 
memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa, ini memberikan arti bahwa 
hasil H diterima.  Hal ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan nilai 
koefisien beta unstandardized moderat1 (ZX1-ZX3) sebesar 0,130 dan 
signifikansi sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa internal 
control memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa. 
Adanya penerapan internal control yang baik dan benar akan menjamin 
terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat. 
Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui website 
resmi pemerintah dalam rangka memberikan informasi mengenai pengelolaan 
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keuangan daerah merupakan salah satu alat untuk meweujudkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangan pemerintah.   Hasil penelitian ini mendukung teori 
keagenanan yang menjelaskaan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu 
lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus 
diawasi dengan internal control system agar dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan 
aturan yang ada dan untuk kepentingan publik yang tidak hanya disampaikan 
kepada DPRD saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat 
memperoleh informasi laporan keuangan tersebut. 
Penelitian Sari (2017:572) sejalan dengan hasil penelitian ini yang 
menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem 
Pengendalian Intern yang efektif berpengaruh terhadap transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  Hasil penelitian jika sistem 
pengendalian terhadap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan baik, maka akan menghasilkan 
laporan keuangan yang handal dan informatif, terciptanya pengamanan aset 
negara serta menjamin ketaatan dan kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan 
perundang-undangan (Sari, 2017:582). 
d) Internal control memoderasi pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap 
akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah. 
Hasil penelitian ini yang membuktikan bahwa internal control 
memoderasi pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa, ini memberikan arti bahwa 
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hasil H diterima.  Hal ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan nilai 
koefisien beta unstandardized moderat 2 (ZX2-ZX3) sebesar 0,139 dan 
signifikansi sebesar 0,041 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa internal 
control memoderasi pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa. 
Teori keagenanan dalam penelitian ini menjelaskaan eksistensi 
pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam 
pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan internal control system agar 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan 
daerahyang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan publik 
yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD saja tetapi juga memfasilitasi 
masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi laporan keuangan tersebut. 
Adapun dalam Al-Qur’anpun telah dijelaskan mengenai transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan, yaitu dalam Q.S al-Anfal/8: 
27: 
  
Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui. (Q.S al-Anfaal: 27). 
 Dalam ayat di atas telah dijelaskan akan pentingnya menjaga amanah yang 
telah diberikan kepada kita. Sehingga dengan menjaga amanah dapat tercipta 
transparansi dan akuntabilitas antara pihak pemerintah dan pihak pengguna 
informasi keuangan. Jika hal ini dapat terealisasi maka tidak akan ada sesuatu 
yang ditutup-tupi antara kedua belah pihak. Perintah dalam ayat tersebut jelas 
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sekali yaitu kepada pemangku kepentingan untuk selalu bertanggungjawab atas 
pekerjaan yang dilakukanya. 
Penelitian ini mendukung hasil penelitian Hehanusa (2015) yang 
menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan   yang  baik  adalah  salah  satu 
faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh 
sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan  keuangan  sesuai  
dengan  standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Pengungkapan 
atas laporan keuangan  merupakan  elemen  penting untuk menciptakan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hehanussa, 2015:87).  
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Sari (2012:572) 
menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem 
Pengendalian Intern yang efektif berpengaruh terhadap transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila sistem pengendalian 
terhadap proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan oleh pimpinan 
dan seluruh pegawai dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan 
yang handal dan informatif, terciptanya pengamanan aset negara serta menjamin 




BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil 
analisis serta pembahasan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aksebilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Gowa. 
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah Kabupaten Gowa. 
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa internal control memoderasi 
pengaruh aksebilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Gowa. 
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa internal control memoderasi 
pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah Kabupaten Gowa. 
B. Implikasi  
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa variabel 
yang masih perlu ditingkatkan adalah aksebilitas informasi laporan 
keuangan dengan memberdayakan secara maksimal indikator-indikator 
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yang membentuk variabel tersebut agar akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah Kabupaten Gowa dapat ditingkatkan. 
2. Aksebilitas informasi laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan 
mengakses laporan keuangan secara kontinue dan tepat waktu dan 
memperbaiki kapasitas internet agar publik mudah mengakses laporan 
keuangan yang diperlukan yang akan mendorong peningkatan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa. 
C. Keterbatasan penelitian 
1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan 
kondisi yang sebenarnya, maka di khawatirkan menyebabkan responden 
menjawab pertanyaan survei secara normatif, sehingga hasil penelitian 
bisa saja bias dengan kondisi yang ada dilapangan. 
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa yang bersedia mengisi 
koesioner hanya 33 SKPD. Hal tersebut disebabkan karena adanya 
beberapa kendala, diantaranya terbatasnya waktu penelitian dan proses 
perizinan yang rumit.  
D. Saran  
Adapun saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah Kabupaten Gowa, terkhusus pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa, diharapkan agar selalu 
berupaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. 
2.  Untuk SKPD yang ada di Kabupaten Gowa terutama pimpinan SKPD 
supaya bisa melakukan pembahasan atau sosialisasi dengan staf bagian 
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keuangan bahwa perlunya transparansi dan akuntabilitas laporan 
keuangan SKPD sehingga masyarakat bisa mengakses atau 
mengetahui secara rinci laporan keuangan tersebut.  
3. Bagi peneliti selanjutnya sarankan agar memperluas sampel penelitian, 
tidak hanya pada SKPD yang ada di Kabupaten Gowa saja namun 
diperluas lagi, dan disarankan agar menggunakan variabel lain 
misalnya variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan audit kinerja 
yang kemungkinan dapat mempengaruhi peningkatan akuntabilitas 
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 Dengan hormat, Sehubungan dengan penulisan skripsi yang sedang saya 
kerjakan saat ini, saya mahasiswa  
Nama : Nur Rahma Arumanti 
NIM : 90400114015 
 Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berpartisipasi dalam 
penelitian ini dengan menjadi responden. Partisipasi yang diberikan 
Bapak/Ibu/Saudara dalam pengisian kuesioner ini sangat berguna dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. 
Selain itu, jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara akan terjamin 
kerahasiaannya dan diolah secara kolektif. Atas waktu, perhatian, dan kesediaan 
yang diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara dalam pengisian kuesioner ini, saya 
ucapkan terima kasih.  
  
 Identitas Responden Dan Kuesioner 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
 Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Identitas 
Bapak/Ibu, mohon dilengkapi dengan mengisititik-titik dan memberi tanda silang 
pada pilihan jawaban yang tersedia. 
1. Jenis Kelamin   : a. Laki-Laki (L) b. Wanita (W) 
2. Umur Responden  : ……… Tahun 
3. Jabatan   : ………............. 
4. Lama menduduki jabatanini : ………Tahun 
5. PendidikanTerakhir   :           SMU                 D3             
 
                        S1    Magister 
B. Kuesioner 
Petunjuk Pengisian Kuesioner: 
 Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut Anda sesuai dengan fakta 
atau Anda alami. Pada pengisian kuesioner ini tidak ada jawaban yang benar atau 
salah. SS = Sangat Setuju, S = Setuju ,KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju , 
STS=Sangat Tidak Setuju. Bacalah dengan cermat terlebih dahulu setiap 
pernyataan sebelum anda memberikan jawaban. Jawablah dengan jujur, rapi, dan 






 Daftar Pernyataan Kuesioner 
1. Aksebilitas (X1) 
 
No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS 
Terbuka di Media Massa 
1 Laporan Keuangan daerah 
dipublikasikan secara terbuka melalui 
media massa. 
     
Mudah Diakses 
2 Memberikan kemudahan kepada para 
pengguna laporan keuangan dalam 
memperoleh informasi tentang laporan 
keuangan daerah. 
     
Ketersediaan Informasi/Accebil 
3 Masyarakat dapat mengakses laporan 
keuangan daerah melaui internet 
(website) 
     
 
2. Penyajian Laporan Keuangan (X2) 
 
No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS 
Relevan 
1 Informasi dalam laporan 
keuangan yang saya hasilkan 
dapat digunakan untuk 
mengoreksi keputusan 
pengguna di masa lalu 
(feedback value) 
     
2 Informasi dalam laporan 
keuangan yang dihasilkan dapat 
digunakan sebagai alat untuk 
memprediksi kejadian masa 
yang akan datang (predictive 
value) 
     
3 Laporan keuangan disajikan 
SKPD secara tepat waktu 
sehingga dapat digunakan 
sebagai bahan dalam 
pengambilan keputusan saat ini. 
     
 
 Andal 
4 Informasi yang dihasilkan dari 
laporan keuangan SKPD yang 
saya buat telah menggambarkan 
dengan jujur transaksi dan 
peristiwa lainnya yang 
seharusnya disajikan dalam 
laporan keuangan. 
     
5 Informasi yang dihasilkan dari 
laporan keuangan SKPD yang 
saya buat bebas dari pengertian 
yang menyesatkan dan 
kesalahan yang bersifat 
material. 
     
6 Informasi yang dihasilkan 
dalam laporan keuangan yang 
saya buat telah memenuhi 
kebutuhan umum dan tidak 
berpihak pada kebutuhan 
khusus.  
     
Dapat dibandingkan 
7 Informasi yang termuat dalam 
laporan keuangan yang saya 
susun selalu dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya. 
     
8 Dalam penyusunan laporan 
keuangan, saya telah 
menggunakan kebijakan 
akuntansi yang berpedoman 
pada SAP dari tahun ke tahun. 
     
Dapat dipahami 
9 Informasi yang dihasilkan dari 
laporan keuangan SKPD yang 
saya susun telah jelas sehingga 
dapat dipahami oleh pengguna. 
     
 
3. Internal Control  (X3) 
 
No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS 
Lingkungan Pengendalian 
1 Dalam lingkungan pengendalian Dinas 
ini, sudah ada pembagian wewenang 
yang jelas. 
     
2 Dalam lingkungan pengendalian Dinas 
ini, sudah ada pembagian tanggung 
     
 jawab yang jelas. 
Penilaian Resiko 
3 Penilaian resiko telah diterapkan pada 
Dinas tempat saya bekerja 
     
Kegiatan Pengendalian 
4 Standar pengendalian berupa 
pemisahan fungsi untuk setiap tugas, 
telah dilakukan oleh dinas tempat saya 
bekerja. 
     
Informasi dan Komunikasi 
5 Informasi dan komunikasi antar unit 
kerja di tempat saya bekerja telah 
berjalan dengan baik. 
     
Pemantauan 
6 Di kantor tempat saya bekerja, 
pemantauan prosedur atas aktivitas 
operasional selalu dilakukan 
     
 
 
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
 
No Pernyataan Jawaban 
SS S KS TS STS 
Perencanaan 
1 Kepentingan publik dan golongan 
menjadi pertimbangan utama dalam 
penyususnan APBD. 
     
2 Laporan keuangan digunakan untuk 
memberikan jaminan kepada pengguna 
laporan keuangan dan pihak otoritas 
penguasa bahwa pengelolaan sumber 
daya telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum dan peraturan lain 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
     
Pelaksanaan 
3 Pelaksanaan anggaran di awasi secara 
continue. 
     
4 Laporan keuangan berfungsi untuk 
memberikan informasi pendukung 
mengenai otorisasi penggunaan dana 
secara continue. 
     
Pertanggung jawaban  
5 Laporan keuangan digunakan sebagai 
sebuah bentuk pertanggungjawaban 
kepada publik. 




6 Laporan Penggunaan Anggaran 
disajikan secara terbuka, cepat dan 
tepat kepada seluruh masyarakat. 
     
7 Laporan keuangan juga memungkinkan 
pihak luar untuk memperoleh informasi 
biaya atas barang dan jasa yang 
diterima, serta memungkinkan bagi 
mereka untuk menilai efisiensi dan 
efektivitas penggunaan sumber daya 
organisasi. 
     
Pengawasan 
8 Laporan keuangan digunakan untuk 
memonitor kinerja dan mengevaluasi 
manajemen, memberikan dasar untuk 
mengamati trend antar kurun waktu, 
pencapaian atas tujuan yang telah 
ditetapkan, dan membandingkannya 
dengan kinerja organisasi lain yang 
sejenis jika ada. 





















X1.1 X1.2 X1.3 Tot X1 Rata X1 
1 4 4 4 12 4,00 
2 4 4 3 11 3,67 
3 5 5 4 14 4,67 
4 3 3 3 9 3,00 
5 4 4 3 11 3,67 
6 5 5 4 14 4,67 
7 5 5 4 14 4,67 
8 5 5 4 14 4,67 
9 2 3 4 9 3,00 
10 3 4 4 11 3,67 
11 3 4 4 11 3,67 
12 5 5 5 15 5,00 
13 5 5 4 14 4,67 
14 5 5 4 14 4,67 
15 4 4 4 12 4,00 
16 4 4 4 12 4,00 
17 4 4 4 12 4,00 
18 4 4 3 11 3,67 
19 4 4 3 11 3,67 
20 4 4 3 11 3,67 
21 5 5 4 14 4,67 
22 5 5 4 14 4,67 
23 5 5 4 14 4,67 
24 5 4 2 11 3,67 
25 4 4 4 12 4,00 
26 4 4 3 11 3,67 
27 4 4 3 11 3,67 
28 4 4 5 13 4,33 
29 5 5 4 14 4,67 
30 5 5 4 14 4,67 
31 4 4 4 12 4,00 
32 4 4 4 12 4,00 
33 4 4 4 12 4,00 
34 5 4 4 13 4,33 
35 5 5 4 14 4,67 
36 5 5 4 14 4,67 
37 4 4 4 12 4,00 
38 4 4 3 11 3,67 
39 5 4 4 13 4,33 
40 4 4 4 12 4,00 
41 4 4 3 11 3,67 
42 4 4 1 9 3,00 
43 4 4 4 12 4,00 
44 4 4 3 11 3,67 
45 4 4 5 13 4,33 
46 4 4 4 12 4,00 
47 4 4 4 12 4,00 
48 4 4 4 12 4,00 
49 4 4 3 11 3,67 
50 4 4 3 11 3,67 
51 4 4 4 12 4,00 
52 4 4 4 12 4,00 
53 4 4 4 12 4,00 
54 4 4 4 12 4,00 
55 3 5 4 12 4,00 
56 3 5 4 12 4,00 
57 4 4 3 11 3,67 
58 3 5 4 12 4,00 









1 4 3 3 4 5 4 4 5 5 37 4,11 
2 4 3 4 4 5 4 4 5 5 38 4,22 
3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 37 4,11 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 3,33 
5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 4,00 
6 4 3 5 5 5 5 5 5 5 42 4,67 
7 4 3 5 5 5 5 5 5 5 42 4,67 
8 4 2 5 5 5 5 5 5 4 40 4,44 
9 4 3 3 3 2 4 2 4 2 27 3,00 
10 5 4 4 3 3 2 2 4 2 29 3,22 
11 5 4 4 4 3 2 2 4 2 30 3,33 
12 4 5 5 5 5 4 4 4 4 40 4,44 
13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 4,89 
14 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43 4,78 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
17 4 4 4 3 3 3 4 4 3 32 3,56 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4,00 
19 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 4,22 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3,89 
21 4 5 5 5 5 5 5 3 5 42 4,67 
22 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 4,78 
23 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43 4,78 
24 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 4,33 
25 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 3,89 
26 5 5 4 4 4 4 5 5 4 40 4,44 
27 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 4,22 
28 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 4,11 
29 5 4 4 4 4 4 4 3 4 36 4,00 
30 5 5 4 4 4 4 4 2 4 36 4,00 
31 4 5 4 4 4 4 4 5 4 38 4,22 
32 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4,11 
33 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 4,11 
34 5 5 4 4 4 4 4 5 4 39 4,33 
35 4 5 5 4 5 5 5 3 5 41 4,56 
36 5 4 5 4 5 5 5 5 5 43 4,78 
37 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40 4,44 
38 5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 4,33 
39 5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 4,33 
40 5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 4,33 
41 4 4 4 4 3 3 4 4 3 33 3,67 
42 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 3,78 
43 4 4 4 4 3 3 4 3 3 32 3,56 
44 4 4 5 4 4 4 5 5 4 39 4,33 
45 4 4 5 4 4 4 5 5 4 39 4,33 
46 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 3,89 
47 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 4,11 
48 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 4,11 
49 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 3,67 
50 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 3,89 
51 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 4,22 
52 4 4 4 4 4 4 5 5 4 38 4,22 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 3,89 
54 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3,89 
55 3 3 5 4 4 4 4 5 4 36 4,00 
56 3 3 5 4 4 4 4 4 5 36 4,00 
57 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3,89 
58 5 4 4 4 4 4 4 4 3 36 4,00 










1 5 5 5 5 5 4 29 4,83 
2 5 5 5 5 5 3 28 4,67 
3 5 5 5 5 3 5 28 4,67 
4 3 3 3 3 3 3 18 3,00 
5 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
6 5 5 5 5 5 5 30 5,00 
7 5 5 3 4 5 5 27 4,50 
8 5 5 5 5 5 4 29 4,83 
9 4 3 3 3 3 3 19 3,17 
10 4 3 3 3 3 4 20 3,33 
11 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
12 5 5 5 5 4 4 28 4,67 
13 4 5 5 5 5 5 29 4,83 
14 5 5 5 5 4 4 28 4,67 
15 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
16 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
17 4 4 4 3 3 3 21 3,50 
18 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
19 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
20 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
21 5 5 5 5 4 4 28 4,67 
22 5 5 5 5 4 5 29 4,83 
23 5 5 5 5 4 5 29 4,83 
24 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
25 4 4 4 4 4 3 23 3,83 
26 5 5 4 4 4 4 26 4,33 
27 5 5 5 4 4 4 27 4,50 
28 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
29 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
30 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
31 3 4 4 4 4 4 23 3,83 
32 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
33 3 4 4 4 4 4 23 3,83 
34 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
35 5 5 5 4 4 4 27 4,50 
36 5 5 5 4 4 4 27 4,50 
37 5 5 4 4 4 4 26 4,33 
38 5 5 4 4 4 4 26 4,33 
39 4 5 4 4 4 4 25 4,17 
40 5 4 4 4 4 4 25 4,17 
41 4 4 4 3 3 3 21 3,50 
42 4 4 4 3 3 4 22 3,67 
43 4 4 4 3 3 4 22 3,67 
44 5 4 4 4 4 4 25 4,17 
45 5 4 4 4 4 4 25 4,17 
46 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
47 5 4 4 4 4 4 25 4,17 
48 5 4 4 4 4 4 25 4,17 
49 5 5 5 4 4 5 28 4,67 
50 5 5 5 5 4 5 29 4,83 
51 5 5 4 4 4 4 26 4,33 
52 5 5 4 4 4 5 27 4,50 
53 4 4 4 4 4 3 23 3,83 
54 5 5 4 4 4 5 27 4,50 
55 3 4 5 4 4 4 24 4,00 
56 3 4 5 4 4 4 24 4,00 
57 4 4 4 4 4 4 24 4,00 
58 5 4 5 4 4 4 26 4,33 





Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Tot Y 
Rata 
Y 
1 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4,63 
2 4 4 4 5 5 5 5 5 37 4,63 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
4 2 3 3 3 3 3 3 4 24 3,00 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
9 2 3 3 3 2 2 2 4 21 2,63 
10 3 4 4 3 3 2 2 4 25 3,13 
11 3 4 4 4 3 2 2 4 26 3,25 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
17 4 4 4 4 3 3 3 4 29 3,63 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5,00 
24 5 4 4 5 4 4 4 4 34 4,25 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
26 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4,13 
27 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4,13 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
29 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4,25 
30 5 5 4 4 4 4 4 4 34 4,25 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
35 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4,88 
36 5 5 5 5 4 5 5 5 39 4,88 
37 4 4 4 5 4 4 4 5 34 4,25 
38 4 4 4 5 4 4 4 5 34 4,25 
39 5 4 4 5 4 4 4 5 35 4,38 
40 4 4 4 5 4 4 4 5 34 4,25 
41 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3,75 
42 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3,75 
43 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3,75 
44 4 4 4 5 4 4 4 5 34 4,25 
45 4 4 4 5 4 4 4 5 34 4,25 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
47 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4,13 
48 4 4 4 4 4 4 4 5 33 4,13 
49 4 4 4 4 4 3 3 4 30 3,75 
50 4 4 4 4 5 3 3 4 31 3,88 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 
55 4 4 4 5 5 5 4 4 35 4,38 
56 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3,88 
57 3 4 4 4 4 4 3 5 31 3,88 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4,00 













STATISTIK DESKRIPTIF  
Lampiran 4 : Statistik Deskriptif 
A. Statistik Deskriptif Variabel 
 
 





 X1.1 X1.2 X1.3 
N Valid 59 59 59 
Missing 0 0 0 
Mean 4,1695 4,2712 3,7288 
Minimum 2,00 3,00 1,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 
 
X1.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 1,7 1,7 1,7 
3,00 6 10,2 10,2 11,9 
4,00 34 57,6 57,6 69,5 
5,00 18 30,5 30,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X1.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 2 3,4 3,4 3,4 
4,00 39 66,1 66,1 69,5 
5,00 18 30,5 30,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 59 3,00 5,00 4,0580 ,45984 
X2 59 3,00 4,89 4,1164 ,40023 
X3 59 3,00 5,00 4,1807 ,43784 
Y 59 2,63 5,00 4,1773 ,52499 
Valid N (listwise) 59     
 X1.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 1 1,7 1,7 1,7 
2,00 1 1,7 1,7 3,4 
3,00 14 23,7 23,7 27,1 
4,00 40 67,8 67,8 94,9 
5,00 3 5,1 5,1 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
2. Penyajian laporan keuangan 
 
Statistics 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
N Valid 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,2542 3,9831 4,2712 4,0508 4,1017 3,9831 4,1864 4,2034 4,0169 
Minimum 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 2 3,4 3,4 3,4 
4,00 40 67,8 67,8 71,2 
5,00 17 28,8 28,8 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 1,7 1,7 1,7 
3,00 11 18,6 18,6 20,3 
4,00 35 59,3 59,3 79,7 
5,00 12 20,3 20,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 4 6,8 6,8 6,8 
4,00 35 59,3 59,3 66,1 
5,00 20 33,9 33,9 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X2.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 6 10,2 10,2 10,2 
4,00 44 74,6 74,6 84,7 
5,00 9 15,3 15,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X2.5 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 1,7 1,7 1,7 
3,00 6 10,2 10,2 11,9 
4,00 38 64,4 64,4 76,3 
5,00 14 23,7 23,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X2.6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 3,4 3,4 3,4 
3,00 7 11,9 11,9 15,3 
4,00 40 67,8 67,8 83,1 
5,00 10 16,9 16,9 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 3 5,1 5,1 5,1 
3,00 4 6,8 6,8 11,9 
4,00 31 52,5 52,5 64,4 
5,00 21 35,6 35,6 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X2.8 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 1 1,7 1,7 1,7 
3,00 8 13,6 13,6 15,3 
4,00 28 47,5 47,5 62,7 
5,00 22 37,3 37,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X2.9 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 3 5,1 5,1 5,1 
3,00 6 10,2 10,2 15,3 
4,00 37 62,7 62,7 78,0 
5,00 13 22,0 22,0 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
3. Internal Control 
 
Statistics 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
N Valid 59 59 59 59 59 59 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,3729 4,3559 4,2542 4,0847 3,9661 4,0508 
Minimum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 
 X3.1 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 6 10,2 10,2 10,2 
4,00 25 42,4 42,4 52,5 
5,00 28 47,5 47,5 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X3.2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 3 5,1 5,1 5,1 
4,00 32 54,2 54,2 59,3 
5,00 24 40,7 40,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X3.3 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 4 6,8 6,8 6,8 
4,00 36 61,0 61,0 67,8 
5,00 19 32,2 32,2 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X3.4 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 7 11,9 11,9 11,9 
4,00 40 67,8 67,8 79,7 
5,00 12 20,3 20,3 100,0 
 
Total 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 8 13,6 13,6 13,6 
4,00 45 76,3 76,3 89,8 
5,00 6 10,2 10,2 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
X3.6 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 3,00 7 11,9 11,9 11,9 
4,00 42 71,2 71,2 83,1 
5,00 10 16,9 16,9 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
4. Akuntabilitas  
 
Statistics 
 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 
N Valid 59 59 59 59 59 59 59 59 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 4,1186 4,2034 4,1695 4,3390 4,1356 4,0339 3,9831 4,4237 
Minimum 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 
Maximum 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
 
Y1.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 2 3,4 3,4 3,4 
3,00 5 8,5 8,5 11,9 
4,00 36 61,0 61,0 72,9 
5,00 16 27,1 27,1 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3,00 2 3,4 3,4 3,4 
4,00 43 72,9 72,9 76,3 
5,00 14 23,7 23,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
Y1.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3,00 2 3,4 3,4 3,4 
4,00 45 76,3 76,3 79,7 
5,00 12 20,3 20,3 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
Y1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3,00 3 5,1 5,1 5,1 
4,00 33 55,9 55,9 61,0 
5,00 23 39,0 39,0 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
Y1.5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 1 1,7 1,7 1,7 
3,00 4 6,8 6,8 8,5 
4,00 40 67,8 67,8 76,3 
5,00 14 23,7 23,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
Y1.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 3 5,1 5,1 5,1 
3,00 7 11,9 11,9 16,9 
4,00 34 57,6 57,6 74,6 
5,00 15 25,4 25,4 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 Y1.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2,00 3 5,1 5,1 5,1 
3,00 9 15,3 15,3 20,3 
4,00 33 55,9 55,9 76,3 
5,00 14 23,7 23,7 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
 
Y1.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 4,00 34 57,6 57,6 57,6 
5,00 25 42,4 42,4 100,0 













UJI KUALITAS DATA 
 
  
Lampiran 5 : Uji Kualitas Data 
 




 X1.1 X1.2 X1.3 RataX1 
X1.1 Pearson Correlation 1 ,605** ,104 ,768** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,431 ,000 
N 59 59 59 59 
X1.2 Pearson Correlation ,605** 1 ,316* ,826** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,015 ,000 
N 59 59 59 59 
X1.3 Pearson Correlation ,104 ,316* 1 ,650** 
Sig. (2-tailed) ,431 ,015  ,000 
N 59 59 59 59 
RataX1 Pearson Correlation ,768** ,826** ,650** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 59 59 59 59 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
2. Penyajian laporan keuangan 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 RataX2 
X2.1 Pearson 
Correlation 
1 ,260* -,004 ,217 ,234 ,484** ,501** -,139 ,242** ,337** 
Sig. (2-tailed)  ,047 ,976 ,076 ,042 ,000 ,000 ,292 ,065 ,005 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.2 Pearson 
Correlation 
,260* 1 ,229 ,252 ,084 ,115 ,169 -,164 ,035 ,345** 
Sig. (2-tailed) ,047  ,081 ,054 ,529 ,386 ,201 ,213 ,791 ,005 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.3 Pearson 
Correlation 
-,004 ,229 1 ,655** ,484** ,509** ,611** ,191 ,394** ,725** 
Sig. (2-tailed) ,976 ,081  ,000 ,000 ,000 ,000 ,148 ,002 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.4 Pearson 
Correlation 
,217 ,252 ,655** 1 ,681** ,626** ,502** ,157 ,464** ,747** 
Sig. (2-tailed) ,076 ,054 ,000  ,000 ,000 ,000 ,236 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.5 Pearson 
Correlation 
,234 ,084 ,484** ,681** 1 ,749** ,590** ,213 ,776** ,812** 
Sig. (2-tailed) ,042 ,529 ,000 ,000  ,000 ,000 ,106 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.6 Pearson 
Correlation 
 ,484** ,115 ,509** ,626** ,749** 1 ,683** ,221 ,719** ,825** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,386 ,000 ,000 ,000  ,000 ,093 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.7 Pearson 
Correlation 
 ,501** ,169 ,611** ,502** ,590** ,683** 1 ,294* ,693** ,841** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,201 ,000 ,000 ,000 ,000  ,024 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.8 Pearson 
Correlation 
-,139 -,164 ,191 ,157 ,213 ,221 ,294* 1 ,185 ,383** 
Sig. (2-tailed) ,292 ,213 ,148 ,236 ,106 ,093 ,024  ,160 ,003 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
X2.9 Pearson 
Correlation 
,242** ,035 ,394** ,464** ,776** ,719** ,693** ,185 1 ,760** 
Sig. (2-tailed) ,065 ,791 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,160  ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
RataX2 Pearson 
Correlation 
,337** ,345** ,725** ,747** ,812** ,825** ,841** ,383** ,760** 1 
Sig. (2-tailed) ,005 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000  
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
3. Internal control 
 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 RataX3 
X3.1 Pearson 
Correlation 
1 ,676** ,378** ,463** ,303* ,378** ,721** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,003 ,000 ,020 ,003 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 
X3.2 Pearson 
Correlation 
,676** 1 ,654** ,694** ,528** ,548** ,896** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 
X3.3 Pearson 
Correlation 
,378** ,654** 1 ,727** ,398** ,347** ,761** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000  ,000 ,002 ,007 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 
X3.4 Pearson 
Correlation 
,463** ,694** ,727** 1 ,694** ,494** ,876** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 
X3.5 Pearson 
Correlation 
,303* ,528** ,398** ,694** 1 ,333** ,684** 
Sig. (2-tailed) ,020 ,000 ,002 ,000  ,010 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 
X3.6 Pearson 
Correlation 
,378** ,548** ,347** ,494** ,333** 1 ,666** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,007 ,000 ,010  ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 
RataX3 Pearson 
Correlation 
,721** ,896** ,761** ,876** ,684** ,666** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 59 59 59 59 59 59 59 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 RataY 
Y1.1 Pearson 
Correlation 
1 ,848** ,796** ,672** ,702** ,704** ,768** ,448** ,866** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Y1.2 Pearson 
Correlation 
,848** 1 ,926** ,615** ,675** ,680** ,698** ,495** ,849** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Y1.3 Pearson 
Correlation 
,796** ,926** 1 ,690** ,726** ,717** ,731** ,583** ,881** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Y1.4 Pearson 
Correlation 
,672** ,615** ,690** 1 ,713** ,757** ,707** ,693** ,847** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Y1.5 Pearson 
Correlation 
,702** ,675** ,726** ,713** 1 ,816** ,781** ,496** ,866** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Y1.6 Pearson 
Correlation 
,704** ,680** ,717** ,757** ,816** 1 ,959** ,595** ,924** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Y1.7 Pearson 
Correlation 
,768** ,698** ,731** ,707** ,781** ,959** 1 ,598** ,926** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
Y1.8 Pearson 
Correlation 
,448** ,495** ,583** ,693** ,496** ,595** ,598** 1 ,700** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
RataY Pearson 
Correlation 
,866** ,849** ,881** ,847** ,866** ,924** ,926** ,700** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 











Items N of Items 




 Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1.1 4,1695 ,67345 59 
X1.2 4,2712 ,51963 59 
X1.3 3,7288 ,66516 59 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X1.1 X1.2 X1.3 
X1.1 1,000 ,605 ,104 
X1.2 ,605 1,000 ,316 
X1.3 ,104 ,316 1,000 
 







Items N of Items 
,792 ,789 9 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X2.1 4,2542 ,51170 59 
X2.2 3,9831 ,68207 59 
X2.3 4,2712 ,58222 59 
X2.4 4,0508 ,50596 59 
X2.5 4,1017 ,63504 59 
X2.6 3,9831 ,65631 59 
X2.7 4,1864 ,77625 59 
X2.8 4,2034 ,73765 59 






Inter-Item Correlation Matrix 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 
X2.1 1,000 ,260 -,004 -,117 -,134 -,141 -,035 -,139 -,242 
X2.2 ,260 1,000 ,229 ,252 ,084 ,115 ,169 -,164 ,035 
X2.3 -,004 ,229 1,000 ,655 ,484 ,509 ,611 ,191 ,394 
X2.4 -,117 ,252 ,655 1,000 ,681 ,626 ,502 ,157 ,464 
X2.5 -,134 ,084 ,484 ,681 1,000 ,749 ,590 ,213 ,776 
X2.6 -,141 ,115 ,509 ,626 ,749 1,000 ,683 ,221 ,719 
X2.7 -,035 ,169 ,611 ,502 ,590 ,683 1,000 ,294 ,693 
X2.8 -,139 -,164 ,191 ,157 ,213 ,221 ,294 1,000 ,185 
X2.9 -,242 ,035 ,394 ,464 ,776 ,719 ,693 ,185 1,000 
 







Items N of Items 
,859 ,861 6 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X3.1 4,3729 ,66691 59 
X3.2 4,3559 ,58021 59 
X3.3 4,2542 ,57515 59 
X3.4 4,0847 ,56593 59 
X3.5 3,9661 ,49011 59 
X3.6 4,0508 ,53896 59 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
X3.1 1,000 ,676 ,378 ,463 ,303 ,378 
X3.2 ,676 1,000 ,654 ,694 ,528 ,548 
X3.3 ,378 ,654 1,000 ,727 ,398 ,347 
X3.4 ,463 ,694 ,727 1,000 ,694 ,494 
X3.5 ,303 ,528 ,398 ,694 1,000 ,333 








Items N of Items 
,945 ,949 8 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y1.1 4,1186 ,69691 59 
Y1.2 4,2034 ,48351 59 
Y1.3 4,1695 ,46060 59 
Y1.4 4,3390 ,57566 59 
Y1.5 4,1356 ,60051 59 
Y1.6 4,0339 ,76488 59 
Y1.7 3,9831 ,77663 59 
Y1.8 4,4237 ,49839 59 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 
Y1.1 1,000 ,848 ,796 ,672 ,702 ,704 ,768 ,448 
Y1.2 ,848 1,000 ,926 ,615 ,675 ,680 ,698 ,495 
Y1.3 ,796 ,926 1,000 ,690 ,726 ,717 ,731 ,583 
Y1.4 ,672 ,615 ,690 1,000 ,713 ,757 ,707 ,693 
Y1.5 ,702 ,675 ,726 ,713 1,000 ,816 ,781 ,496 
Y1.6 ,704 ,680 ,717 ,757 ,816 1,000 ,959 ,595 
Y1.7 ,768 ,698 ,731 ,707 ,781 ,959 1,000 ,598 













UJI ASUMSI KLASIK  
Lampiran 6 : Uji asumsi klasik 












1 (Constant)   
X1 ,551 1,813 
X2 ,357 2,803 
X3 ,424 2,357 
a. Dependent Variable: Y 
 
 




















Lampiran 7 : Hasil Uji Hipotesis 
1. Analisis Regresi Linear Berganda 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,931a ,867 ,862 ,19474 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 13,862 2 6,931 182,764 ,000b 
Residual 2,124 56 ,038   
Total 15,985 58    
a. Dependent Variable: Y 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1,023 ,273  -3,743 ,000   
X1 ,381 ,074 ,334 5,154 ,000 ,565 1,770 
X2 ,887 ,085 ,676 10,440 ,000 ,565 1,770 
a. Dependent Variable: Y 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index 
Variance Proportions 
(Constant) X1 X2 
1 1 2,990 1,000 ,00 ,00 ,00 
2 ,006 21,724 ,80 ,44 ,02 
3 ,003 29,556 ,20 ,56 ,98 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,7832 5,0971 4,1773 ,48887 59 
Std. Predicted Value -2,852 1,881 ,000 1,000 59 
Standard Error of Predicted 
Value 
,026 ,077 ,042 ,014 59 
Adjusted Predicted Value 2,8119 5,1057 4,1772 ,48728 59 
Residual -,47051 ,59508 ,00000 ,19135 59 
Std. Residual -2,416 3,056 ,000 ,983 59 
Stud. Residual -2,445 3,172 ,000 1,008 59 
Deleted Residual -,48189 ,64116 ,00007 ,20135 59 
Stud. Deleted Residual -2,564 3,471 ,009 1,045 59 
Mahal. Distance ,024 8,157 1,966 1,957 59 
Cook's Distance ,000 ,260 ,018 ,041 59 
Centered Leverage Value ,000 ,141 ,034 ,034 59 
a. Dependent Variable: Y 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,950a ,903 ,893 ,17138 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 14,429 5 2,886 98,248 ,000b 
Residual 1,557 53 ,029   
Total 15,985 58    
a. Dependent Variable: Y 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,226 ,045  93,101 ,000 
Zscore (X1) ,148 ,031 ,281 4,697 ,000 
Zscore (X2) ,235 ,043 ,447 5,505 ,000 
Zscore (X3) ,178 ,043 ,339 4,150 ,000 
Moderator 1 -,130 ,052 -,141 -2,526 ,014 
Moderator 2 -,139 ,067 -,126 -2,095 ,041 











 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2,8770 5,0711 4,1773 ,47888 59 
Std. Predicted Value -2,715 1,867 ,000 1,000 59 
Standard Error of Predicted 
Value 
,036 ,110 ,054 ,019 59 
Adjusted Predicted Value 2,8531 5,0774 4,1788 ,47868 59 
Residual -,64528 ,51125 ,00000 ,21514 59 
Std. Residual -2,921 2,314 ,000 ,974 59 
Stud. Residual -2,974 2,458 -,003 1,020 59 
Deleted Residual -,66890 ,57700 -,00156 ,23670 59 
Stud. Deleted Residual -3,217 2,582 -,007 1,049 59 
Mahal. Distance ,541 13,297 2,949 3,033 59 
Cook's Distance ,000 ,260 ,026 ,061 59 
Centered Leverage Value ,009 ,229 ,051 ,052 59 
a. Dependent Variable: Y 
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